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ABSTRAK 

PROSES PERENCANAAN KEBIJAKAN ANGGARAN DAN 
DAMP AKNY A TERHADAP KINERJA P ADA KANTOR KEMENTERIAN 

AGAMA KABUPATEN KARIMUN 

Faranudia Julfirdana 
Email: fara_nj@yahoo.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses perencanaan kebijakan 
anggaran, dan dampaknya terhadap kinerja, serta penyebab kesenjangan anggaran 
antara belanja rutin dan belanja pembangunan agama pada Kaptor Kementerian 
Agama Kabupaten Karimun. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
analisis deskriptif yang termasuk pada penelitian kualitatif. Data· dianalisis dengan 
menggunakari pendekatan model analisa interaktif (interactive model of analysis) 
yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dimulai dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyaj ian data dan menarik kesimpulan. Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa proses perumusan perencanaan kebijakan anggaran pada 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun secara umum telah mengikuti 
tahap-tahap penyusunan anggaran, namun dalam pelaksanaan tahapan-tahapan 
tersebut behlm terlaksana dengan baik dikarenakan masih dipengaruhi oleh 
kebijakan anggaran yang bersifat tradisional/ incremental/ line item. Adapun 
penyebab kesenjangan anggaran antara belanja pegawai dan operasional 
perkantoran dengan belanja pembangunan bidang agama adalah kualitas dan 
kuantitas perencana, kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan faktor 
demografis, kultur, dan kondisi ekonomi masyarakat dan prosedur perencanaan 
anggaran masih dipengaruhi oleh pendekatan tradisional/incremental. Sedangkan 
berdasarkan perhitungan capaian kineija pada Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Karimun Tahun 20 16, dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun telah menggunakan sumber 
daya finansial secara optimal dengan realisasi anggaran sebesar 91%. Sedangkan 
dari aspek efisiensi, menunjukkan bahwa nilai rata-rata capaian Kinerja Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 2016 sebesar 84,56%, atau 
dinilai Baik. Namun pengukuran dari aspek efektifitas tidak bisa dilakukan, 
dikarenakan tidak adanya indikator efektifitas yang ditetapkan oleh Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Karimun. 

Kaca Kunci : Kebijakan, Perencanaan, Anggaran, Kinerja, dan Kesenjangan 
'Anggaran 
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ABSTRACK ., 
BUDGET PpLICY PLANNING PROCESS AND THE IMPACT ON THE 

PERFORMANCE OF RELIGIOUS MINISTRY OFFICE DISTRICT 
KARIMUN 

Faranudia Julfirdana 
Email: fara_nj@yahoo.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

This research aims to analyze the budget policy planning process, and its 
impact on performance, and the cause of the budget gap. between routine 
expenditure and religion development expenditure in Religious Ministry Office 
District Karimun. The method used in this research is descriptive analysis 
included in qualitative research. Data were analyzed using interactive models by 
Miles and Huberman, starting from data collection, data reduction, data 
presentation and draw conclusions. The research findings indicate that the process 
of formulating the budget policy planning at the Religious Ministry Office District 
Karimun in general are followed the stages of budget preparation, but in the 
implementation of these stages has not well done because they are influenced by 
traditional I incremental /line item budget policies. The cause of the budget gap 
between personnel expenditures and operational offices to development 
expenditure in the field of religion is the quality and quantity of planners, 
government policy does not consideration demographic, cultural, and economic 
conditions and budgetary planning procedures are still influenced by traditional/ 
incremental approach. Based on the calculation of the gains of the Religious 
Ministry Office District Karimun 2016, from the economic aspect indicates that 
the Religious Ministry Office District Karimun has been using financial resources 
optimally with the realization of a budget of91%. While the aspects of efficiency, 
shows that the average value of performance the Religious Ministry Office 
District Karimun amounted to 84.56%, or rated Good. However, the measurement 
of the effectiveness aspect can not be done, because there is no indicator of 
effectiveness established by the Religious Ministry Office District Karimun. 

Keywords : Policy, Planning, Budget, Performance, and Budget Gaps 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Kedudukan, Togas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karim on 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 381 tahun 2001 tangga1 23 Juli 2001, tentang 
),\, 

Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Bontang, Sarong, Muaro Jambi, 

Tanjung Jabung Timur, Tebo, Saro1angun, Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai 

Timur, Boalemo, Pe1a1awan, Rokan Hilir, Rokan Hu1u, Siak, Karimun, Natuna, 

Kuantan Sengingi, Bireuen, Buo1, Morowali, serta Banggai Kepulauan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Keija Instansi Vertikal Kementerian 

Agama pasal 6 mcnyatakan "Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota 

sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat (2) berkedudukan di Kabupaten/ Kota, 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada . Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama". 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun merupakan salah satu dari 

satuan kerja yang berada dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan T.ata Kelja Instansi 

Vertikal Kementerian Agama, bagian kesepuluh (Kantor Wilayah Kementerian 

46 
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Agama Provinsi Kepulauan Riau) pasal 300 menyatakan bahwa Kabupaten 

Karimun merupakan salah satu Kementerian Agama Kabupaten I Kota yang berada 

dibawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. 

B. Basil 

1. Proses Perumusan Perencanaan Kebijakan Anggaran Pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun 

a. Persiapan Penyusunan Rencana 

I) Penelaahan Tugas dan Fungsi 

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun telah dilakukan penelaahan serta 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan 

Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012. 

Tentmg Organisasi dan Tata Ketja Instansi Vertikal Kementerian Agama. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Informan I mengatakan : 

"Setiap anggaran yang disusun sudah pasti disesuaikan dengan 
tupoksi dari masing-masing satuan kerja. contohnya penyusunan 
anggaran pada seksi Bimbingan Masyarakat Islam harus disesuaikan 
dengan tupoksi Bimbingan Masyarakat Islam. Untuk penyusunan 
seksi Pendidikan Islam juga harus disesuaikan dengan tupoksi 
Pendidikan Islam, begitujuga dengan satker-satkeryang lainnya. Dan 
jika kita menyusun tidak sesuai dengan tuposi yang ada maka 
anggaran kita bisa ditolak oleh tim verifikasi Perencanaan Kanwil". 

Pemyataan yang sama, juga dikemukakan oleh Informan II dan IV, 

mereka mengatakan : 
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"Kami mengusulkan anggaran didasarkan pada tupoksi yang kami 
laksanakan, kalau tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya maka 
anggaran yang kita usulkan akan ditolak dan tidak masksimal". 

Selain itu In forman III juga menambahkan : 

"Setiap anggaran yang kami usulkan kepada perencana kantor 
tentunya berdasarkan tugas dan fungsi kami di seksi Bimbingan 
.~asyarakat Islam, seperti berkaitan dengan pembinaan keluarga 
sakinah, pembinaan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama, 
pelayanan nikah, produk halal, zakat, wakaf dan lain-lain". 

Penelaahan tugas dan fungsi dalam proses perencanaan anggaran 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, dilakukan dengan 

menyesuaikan antara kegiatan-kegiatan yang diusul . dengan tugas dan 

fungsi pada seksi-seksi yang ada, penelaahan tugas dan fungsi pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun berdasarkan pada Peraturan 

Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 

2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 

Agama. Hal ini sesuai dengan basil pengamatan pada dokumen Rencana 

Kerja dan Anggaran Kantor Kementerian Agama tahun 2016, tidak 

terdapat kegiatan yang dianggarkan diluar dari tupoksi masing-masing 

Seksi/ Satker. 

2) Pene1aahan Kebijakan 

Penelaahan kebijakan dalam penyusunan rencana keija dan anggaran 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun masih belum 

beijalan baik dan prosedural. Sebagaimana dikatakan oleh Informan I 

bahwa: 
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"Penelaahan kebijakan dalam penyusunan anggaran dalam 
prakteknya belum kami laksanakan dengan maksimal, dalam 
penyusunan kebijakan anggaran kami selalu mengikuti kebijakan-

, 'kebijakan yang ada pada tahun sebelumnya dan biasanya tidak 
berubah, dan usulan kegiatan dari masing-masing satker biasanya 
relatif sama dengan kegiatan sebelumnya". 

Selain itu, Informan II dan III menambahkan : 

"Karena penyusunan anggaran ini bersifat rutin setiap tahunnya kami 
rasa penelaahan kebijakan dilakukan hanya pada peraturan-peraturan 
barn saja dan penelaahan kebijakan kami lakukan terutama terkait 
dengan kebijakan-kebijakan barn dari pusat". 

Kemudian Jnforman IV juga mengatakan bahwa :· 

"Penelaahan kebijakan dalam penyusunan anggaran, kami lakukan 
agar usulan tidak melenceng dari kebijakan pemerintah pusat". 

Penelaahan kebijakan dalam penyusunan rencana keJja dan anggaran 

pad~,' Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun masih belum 

beJjalan baik dan prosedural. Dimana penelahaan belum mengikuti standar 

dan prosedur yang berlaku. Anggaran disusun berdasarkan kegiatan-

kegiatan yang biasanya dilakukan pada tahun sebelumnya, atau masih 

terbiasa dengan menggunakan pendekatan tradisional/ incremental. Hal ini 

dapat diamati dari dokumen rencana kerja dan anggaran Bimas Buddha 

tahun 2015 dan dokumen rencana keJja dan anggaran Bimas Buddha tahun 

2016. 

3) Penyediaan Data 

Penyediaan data dalam penyusunan rencana keJja dan anggaran 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun telah dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Informan I : 

t\. 
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1,:\ 

-f'Tentunya daiam penyusunan anggaran pada Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Karimun didasarkan pada data-data. Bahkan 
sebeium penyusunan, kami meiaksanakan kegiatan update data 
perencanaan untuk menginventarisir kebutuhan anggaran disemua 
satker. Misainya data pada seksi Pendidikan Islam, seperti jumlah 
guru yang perlu dibayar tunjangan sertifikasi, jumlah siswa madrasah 
yang perlu diberikan BOSnya, jumiah guru yang perlu di berikan 
pendidikan dan pelatihan. Sedangkan di seksi Bimas Islam misalnya, 
data-data yang dibutuhkan antara lain jumlah peristiwa nikah, jumlah 
penyuluh non PNS, kegiatan-kegiatan dan pembinaan keagamaan 
bagi masyarakat. Selain itu proses pengumpulan data pada 
Kementerian Agama telah menggunakan teknologi informasi/ 
aplikasi, seperti e-MPA". 

·Pemyataan senada juga dikemukankan oleh Informan II dan IV 

1.' 

mereka mengatakan bahwa : 

"Penyediaan data dalam penyusunan anggaran, merupakan kegiatan 
wajib yang harus dilakukan. Bahkan kita membentuk tim update data 
guna melaksanakan tuntutan tersebut. Tim update data bekeJja mulai 
bulan Januari-April. Setelah data dikumpulkan kita input kedalam 
aplikasi e-MP A dan juga kita bukukan. Data san gat penting dalam 
menyusun anggaran, j ika tanpa data yang valid bagaimana kita akan 
mengusulkan jumlah guru yang telah disertifikasi, dana bos, gaji dan 
yang lainnya" 

Informan III juga memberikan pendapat bahwa : , 

"Tentunya pasti kita memerlukan data dalam menyusun anggaran. 
Biasanya bagian perencana akan meminta data ke kita mulai dari 
jumlah penduduk beragama, jumlah peristiwa nikah, jumlah rumah 
ibadah, dan lain sebagainya". · 

'\::Penyediaan data pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karimun dilakukan dengan membentuk tim Update data disertai dengan 

anggaran yang menyertainya. Data-data yang terkumpul di input ke dalam 

aplikasi E-data yang terintegrasi dengan aplikasi online E-MP A. Setiap 

satker di lingkungan Kantor Kementerian Agama K~bupaten Karimun 

wajib mengisi data-data di dalam aplikasi E-MPA sesuai dengan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2014 tentang Monitoring Pelaksanaan 

-., 
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Anggaran Secara Elektronik Pada Kementerian Agama. Namun pada 

kenyataannya sering teljadi data yang diinput tidak valid dan akurat seperti 

data guru, data penduduk, data rumah ibadah dan lain sebagainya. 

4) Penentuan Prioritas Kegiatan 

Penentuan prioritas kegiatan, dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun 

didasarkan pada urgensi dari kegiatan, seperti kegiatan-kegiatan yang 
. ' 

termasuk dalam skala prioritas nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Informan I bahwa : 

"Penentuan prioritas kegiatan pada penyusunan rencana kelja dan 
anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun biasanya 
didasarkan pada urgensi dari pada kegiatan tersebut, terutama 
kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam prioritas~nasional, maupun 
prioritas Kementerian Agama, serta kegiatan yang paralel, yakni 
'pelaksanaannya kegiatan tersebut ada ditingkat kanwil provinsi 
maupun tingkat pusat". 

Hal senada juga dikemukakan oleh Informan III dan IV mereka 

mengatakan bahwa : 

"Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran terutama pada Seksi 
Bimas Islam kami selalu memberikan skala prioritas pada kegiatan 
yang kami usulkan, untuk kegiatan yang merupakan prioritas 
kementerian kami urutkan di nomor paling atas". 

Informan II menambahkan bahwa : 

"Skala prioritas dalam pengusulan kegiatan biasanya didasarkan pada 
penting atau tidaknya anggaran itu dilaksanakan, dan sering teljadi 
kegiatan yang merupakan rencana kegiatan pemerintah lebih 
diutamakan dibandingkan kegiatan yang kita usulkan". 

Penentuan prioritas kegiatan pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun sering didasarkan pada urgensi suatu kegiatan, 

terutama kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah pusat (RKP) dan 
1·'. 

,, 
' .. ~ 
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prioritas kementerian. Bahkan kegiatan tersebut sering diprioritaskan 

dibandingkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam renstra Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Terkadang kegiatan yang 
,; 

didasarkan prioritas pemerintah pusat dan prioritas kementerian disusun 

tidak disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi 

masyarakat di daerah, sehingga banyak kegiatan yang dianggarkan tidak 

efektif. 

5) Penjabaran Program/ Kegiatan 

Penjabaran program/ kegiatan dalam penyusunan rencana ketja dari · 

anggaran pada Kantor Kementerian Agama K\lbupaten Karimun 

dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku, agar adanya 

singkroninasi antara kegiatan maupun program yang telah ditentukan oleh 

pusat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Informan I bahwa : 

"Penjabaran program/ kegiatan dalam usulan rencana ketja dan 
anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun 
didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor I 3 6 Tahun 20 14 
Tentang Petunjuk Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/ Lembaga, yang tertuang dalam Term Of 
Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Ketja yang memuat tentang 
tujuan kegiatan, output kegiatan, langkah kcgiatan, sasaran, manfaat, 
jadwal maupun anggaran". 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Informan II, dan III mereka 

mengatakan bahwa : 

"Setiap penyusunan anggaran harus menjabarkan program/kegiatan, 
misalnya pembinaan pegawai harus masuk dalam anggaran kegiatan 
pembinaan administrasi kepegawaian serta masuk dalam program 
dukungan manajemen dan pclaksanaan teknis lainnya Kementerian 
Agama. Pen j abaran kegiatan dan program dilakukan, untuk 
mensinkronkan antara kegiatan maupun program yang telah 
ditentukan oleh pusat. Terkadang penjabaran kegiatan yang harus 
mengikuti nomenklatur di pusat memberatkan daerah". 
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Infonnan IV menambahkan bahwa : 

"Penjabaran kegiatan biasanya dilakukan berdasarkan peraturan yang 
tertuang dalam RKA-KL, seperti kegiatan-kegiatan yang 

',berhubungan dengan Pendidikan Islam harus dimasukkan ke dalam 
Program Pendidikan Islam, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan haji 
dimasukkan ke dalam program penyelenggaraan haj i dan umrah dan 
begitu seterusnya ". 

Penjabaran program dan kegiatan pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Menteri Ke11angan Nomor 136 

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/ Lembaga, pada pasal 3 ayat (I) b menyebutkan 

bahwa RKA-K/L disusun dengan mengacu pada pedoman umum RKA-

KJL; yang meliputi klasifikasi anggaran, yang terdiri atas klasifikasi 

organisasi, klasifikasi fungsi dan klafisikasi jenis belanja. Pedoman ini 

merupakan standar dalam penyusunan RKA-KIL disetiap lembaga. 

b. Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 

I) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Agama 

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun 

tahun 2015-2019 memuat visi, misi, sasaran strategis, kegiatan, indikator 

kegiatan, program dan anggaran, yang menjadi dasar/ dokumen dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Infonnan I 

J.: 
bahwa: 

"Rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun 
tahun 2015-2019 merupakan dasar/ pedoman dalam penyusunan 
rencana kerja dan anggaran pada Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Karimun. Walaupun terkadang ada kegiatan yang 
dianggarkan tidak terdapat di Renstra, namun kegiatan tersebut tetap 
masih selaras dengan visi, misi dan sasaran strategis yang tercantum 
di dalam Renstra". 
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Hal yang sama juga dikemukakan oleh Informan II dan IV mereka. 

mengatakan bahwa : 

"Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun 
adalah dasar untuk penyusunan anggaran Kantor. Renstra Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Karimun merupakan turunan dari 
Rentra Kementerian Agama RI tahun 2015-2019, serta rencana 
pembangunan jangka menengah Kementerian agama tentunya 
menjadi dasar dalam penyusunan renstra Kankemenag Kab. Karimun. 
Dan Renstra Kankemenag Kab. Karimun menjadi landasan dalam 
penyusunan anggaran". 

Informan III menambahkan bahwa: 

"Renstra Kankemenag Kab. Karimun disusun sebagai pedoman dalam 
penyusunan anggaran, dengan adanya renstra arah kebijakan dan 
'pembangunan dalam bidang agama akan mudah untuk diukur. Dalam 
penyusunan anggaran terkadang tidak selalu didasarkan renstra 
terkadang didsarkan pada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan 
masa lalu dan dirasa penting untuk dilaksanakan". 

Rencana strategis merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun. Namun dalam pelaksanaannya terkadang 

renstra tidak selalu menjadi pedoman utama. Kegiatan yang terjabar dalam 

renstra, terkadang dikalahkan oleh kebijakan/ kegiatan rencana kerja 

pemerintah (RKP) atau rencana kerja kementerian. Hal inilah yang 

tentunya akan mempengaruhi capaian kinerja. 

2) Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Agama · 

Penyusunan rencana kerja dan anggaran Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun disusun berdasarkan rencana kerja kementerian, 

rencana kerja pemerintah dan pagu anggaran Kementerian Agama. Hal ini 

sering berakibat pada kegiatan yang disusun/ diusulkaJ1,terkadang menjadi 
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tidak efektif dan tidak terlaksana dengan maksimal. Pendapat ini 

sebagaimana dikemukakan oleh Infonnan I bahwa : 

"Penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Kantor Kementerian 
,Agama Kabupaten Karimun didasarkan pada rencana kerja 
kementerian, rencana kerja pemerintah dan pagu anggaran 
Kementerian A gam a. Hal inilah terkadang menjadi penyebab kegiatan 
yang disusun tidak maksimal dalam pelaksanaannya, seperti rencana 
keJja pemerintah dalam hal rehab RKB yang dianggarkan hanya Rp 
150.000.000, dimana untuk anggaran segitu untuk Kabupaten 
,Karimun tidak cukup. Selain itu alokasi anggaran yang tidak 
proporsional oleh perencana Kanwil terkadang berdampak pada 
ketidak efisienan". 

Selain itu Infonnan III menambahkan bahwa : 

"Selain Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, 
rencana kerja tahunan adalah dokumen kedua yang digunakan dalam 
menyusun anggaran. Hal ini terkadang usulan anggaran menjadj 
kaku". 

lnfonnan II menyebutkan bahwa : ., 
"Penyusunan anggaran pada kankemenag Kab. Karimun, selain 
berdasarkan renstra Kementerian Agama juga didasarkan pada 
rencana pembangunan tahunan Kementerian Agama". 

Informan IV menambahkan : 

~~Saya rasa rencana pembangunan tahunan Kementerian Agama, 
sangat penting untuk dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran". 

Proses perencanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun 

didukung juga oleh rencana kerja tahunan Kementerian Agama. Rencana 

kerja tahunan Kementerian Agama yang teJjabar dalam bentuk Rencana 

Kementerian Agama, dimana dalam pelaksanaannya seringkali tidak 

efektif dan efisien, mulai dari alokasi anggaran yang kurang, memasukkan 

kegiatan diakhir tahun, bahkan pengalokasiannya tidak tepat. Sebagai 

contoh dalam dokumen RKA-KIL Sekretariat Jendera1 tahun 2016 pada 
I 

kegiatan keuangan dan BMN, anggaran yang dialokasikan begitu besar 
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untuk perjalanan dinas sedangkan pada kegiatan administrasi organisasi 

dan tata laksana begitu kecil padabal pada kegiatlin ini sangat perlu 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang efektifitas organisasi 

seperti kegiatan rapat koordinasi, pembuatan laporan kinerja, tindak lanjut 

basil pemeriksaan dan lain sebagainya. 
·'' 

c. Pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran 

I) Usulan unit kerja 

Setiap unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama 

Kabupatenl Kota menyampaikan usulan rencana kerja'dan anggaran unit 

kerjanya masing-masing termasuk basil kompilasi usulan rencana kerja 

anggaran Madrasab dan KUA yang telab dikumpulkan oleb unit kerja 

terkait. Usulan rencana kerja dan anggaran barus dilampiri dengan 

dokumen pendukung diantaranya adalab term of reference (TOR), rencana 

anggaran biaya (RAB), form tunjangan kinerja, dan sertifikasi guru. 

Usulan unit kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karimun dimulai dari bulan Februari-Maret tabun berjalan. Setelab 

mendapat pagu anggaran untuk Kantor Kementerian Agama maka 

diadakan kegiatan penyusunan anggaran, dimana pada kegiatan tersebut 

mengundang semua satker dan unit kerja yang berada dibawab naungan 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, pada kegiatan tersebut 

setiap satker menyesuaikan usulan kegiatan dengan anggaran yang 

dite~!ma, serta menyiapkan Tor, Rab dan form tunjangan kinetja serta 
·'' 

tunjangan profesi guru di Seksi Pendis. Hal ini sebagaimana dikemukakan 

oleb Informan I babwa : 
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"Iya. Setiap usulan rencana kerja dan anggaran untuk unit kerja/ satker 
harus dilengkapi dengan Tor, Rab dan Form tunjangan kinerja/ profesi 
bagi seksi Pendis. Proses pengusulan anggaran dilaksanakan pada 
'acaral kegiatan us ulan rencana kelja dan anggaran tingkat Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Selain untuk. 
mengakomodasi kebutuhan anggaran, kegiatan m1 sebagai 
penyesuaian usulan kegiatan yang telah dikirim sebelumnya dengan 
anggaran yang telah dipatok". 

Selanjutnya oleh Informan IV menambahkan bahwa: 

"Kami biasanya mengusulkan rencana kerja dan anggaran pada 
rentang bulan Februari-Maret. Selanjutnya seteJah mendapat pagu 
anggaran, kami mengikuti kegiatan penyusunan anggaran, dimana 
kami menyesuaikan kembali antara kegiatan yang diusulkan dengan 
dana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat, disertai 
dengan kelengkapan usulan seperti Tor, Rab, Form Tunjangan Kinerja 
maupun Form Sertifikasi Guru". 

Informan II mengatakan : 

1 F ''Setiap usulan anggaran yang ditetapkan semuanya didasarkan pada 
usulan dari masing-masing satker. Karena merekalah yang paling 
paham tentang kebutuhan anggaran mereka sendiri". 

Informan III memberikan keterangan bahwa : 

"Usulan anggaran dari satker menjadi prioritas dalam penetapan 
usulan anggaran tingkat Kankemenag. Usulan ini biasanya diminta 
pada saat kegiatan penyusunan anggaran". 

Setiap unit kerja atau Seksi pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun diminta untuk mengusulkan rencana kelja dan 

anggaran setiap tahun. Usulan anggaran disertai kerangka acuan kerja 
' 

(KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan dokumen pendukung lainnya 

seperti Gambar bangunan, atau barang. Usulan rencana kelja dan anggaran 

diusulkan oleh unit kerja, dengan melalui tiga tahapan, yang pertama 

diawal Februari biasanya usulan ini berupa kebutuhan gaji dan operasional 

perkantoran. Usulan selanjutnya pada bulan Maret disertai dengan 

kegiatan. Setelah pagu indikatif turun, satker/ seksi diminta kembali 

43028.pdf 



58 

mengusulkan anggaran yang disesuaikan dengan pagu yang telah 

dialokasikan. Kemudian satker diminta kembali mengusulkan rencana 

kerja dan anggaran untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang 

diterima oleh masing-masing satkcr/ unit organisasi. 

2) Mengkoordinasikan, mendampingi dan memfasilitasi proses usulan 

rencana kerja dan anggaran 

Unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupatenl 

Kota yang menangani perencanaan program dan anggaran 

mengkoordinasikan, mendampingi dan memfasilitasi proses pengumpulan 

usulan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap unit kerja 

kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten I Kota. 

Perencana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun 

melakukan koordinasi, mendampingi dan memfasilitasi proses usulan: 

rencana kerja baik melalui rapat, sosialisasi dan monitoring. Sebagaimana 

dikatakan oleh Informan I bahwa : 

"Proses awal yang kita lakukan dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggaran adalah melakukan koordinasi dengan semua satker yang 
berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Karimun. Setelah berkoordinasi kita melakukan pendampingan 
,terhadap usulan yang diberikan oleh masing-masing satker terutama 
'ferkait dengan standar biaya yang digunakan, kesesuaian antara 
fungsi,jenis belanja, akun dan kegiatan". 

Hal inijuga dikatakan oleh Jnforman III dan IV bahwa: 

"Pada saat penyusunan anggaran kita biasanya didampingi oleh 
perencana, untuk mengoreksi apakah anggaran yang dibuat sudah 
sesuai aturan keuangan atau belum. Dan biasanya setiap usulan 
rencana kerja dan anggaran yang kami usulkan sel~lu didampingi dan 
dianalisa oleh perencana agar sesuai dengan aturan yang berlaku". 
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Infonnan II menambahkan bahwa : 

"Koordinasi dan pendampingan suatu kewajiban bagi perencana 
dalam menganalisa rencana usulan kerja dan anggaran yang diusulkan 
oleh setiap satker yang berada dibawah naungan Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Karimun". 

Pada proses penyusunan rencana keija dan anggaran Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun, perencana melakukan 

koordinasi dengan masing-masing satker/ seksi, terkait anggaran yang 

akaJ;, diusulkan. Setelah rencana kerja dan anggaran diusulkan tahap 

selanjutnya melakukan pendampingan terutama terkait dengan anggaran 

yang diusulkan apakah sudah sesuai dengan standar biaya masukan, 

karena masih sering terjadi anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan 

standar biaya atau aturan yang berlaku. 

3) Rapilt penetapan usulan rencana kerja dan anggaran 

Melalui mekanisme rapat keija tingkat Kabupaten/ Kota, Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupatenl Kota menetapkan usulan rencana 

kerja dan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota beserta 

unit kerja dibawahnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 

Rapat penetapan usulan rencana kerja dan anggaran pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun dilaksanakan pada rentang 

antara bulan Juli-September. Fungsi dari rapat ini adalah untuk 

menetapkan usulan rencana keija dan anggaran yang diusulkan oleh 

satker, yang kemudian usulan ini akan menjadi acuan untuk penetapan 

anggaran pada rapat penetapan usulan rencana kerja dan anggaran tingkat 
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Kanwil Kementerian Agama provinsi Kepulauan Ri~u. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari In forman I mengatakan bahwa: 

"Rapat penetapan usulan rencana kerja dan anggaran Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Karimun dilaksanakan pada bulan 
Juli-September. Rapat ini diselaraskan dengan kegiatan penyusunan 
.rencana kelja dan anggaran, usulan rencana anggaran dari satker akan 
diteruskan disaat acara penyusunan anggaran di tingkat Kanwii·. 
Kementerian Agama· Kepri". 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Informan III dan IV 

mengatakan bahwa : 

"Penetapan anggaran tentunya dilaksanakan dengan mekanisme rapat 
dan disejalankan dengan kegiatan penyusunan anggaran, dan ini 
sebagai dasar untuk pengajuan angggaran di tingkat pusat". 

Informan II menambahkan bahwa : 

"Rapat penetapan usulan rencana kerja dilaksanakan untuk 
menetapkan usulan dari masing-masing satker setelah diverifikasi 
oleh perencana dan dijadikan dasar usulan pada tingkat kanwil". 

1 
Rapat penetapan usulan rencana keJja dan anggaran pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun dilakukan setelah memperoleh 

ketetapan tentang pagu anggaran tahun depan. Rapat ini membahas 

tentang aturan-aturan terkait anggaran, standar biaya masukan, kebijakan 

pemerintah yang tertuang dalam rencana keJja pemerin~ (RKP), rencana 

keJja Kementerian Agama dan menetapkan usulan rencana keJja dan 

anggaran tahun depan. Pelaksanaan rapat penetapan usulan yang dilakukan 

terkadang tidak efektif, karena pada saat rapat ini banyak usulan dari 

·~· 
masing-masing satker/ seksi belum selesai. 

• 
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d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

I) Tugas Satker dalam Proses penyusunan RKA-KIL 

,Penyusunan Anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
''i'< 

Karimun diawali dengan menyiapkan dokumen berupa peraturan 

perundang-undangan, dokumen rencana kerja tahunan, rencana kerja 

pemerintah, dan standar biaya tahunan. Selanjutnya meneliti dan 

memastikan kesesuaian dengan kebijakan unit eselon· I terutama terkait 

dengan besaran alokasi anggaran. Selanjutnya Menyusun Kertas Kelja 

Satker (KK satker) dan RKA satker serta menyimpan data dalam Arsip 

Data Komputer (ADK). Kemudian Menyusun dokumen pendukung, 
!-~ 

seperti KAKffOR, RAB. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh 

Informan I bahwa : 

"Penyusunan Anggaran diawali dengan menyiapkan dokumen yakni 
peraturan, RKT, RKP, standar biaya tahunan, dan dokumen 
pendukung berupa KAKffOR dan RAB. Setelah itu meneliti dan 
memastikan usulan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang 
diberikan, kemudian menyusun kertas kerja satker melalui aplikasi" 
RKA-KIL dan menyimpan dalam bentuk arsip data komputer''. 

Penyusunan rencana kelja dan anggaran pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun, diawali dengan menyiapkan dokumen berupa 

peraturan perundang-undangan seperti peraturan menteri keuangan 

tentang standar biaya masukan, dan akun standar. Kemudian dokumen 

renca\m kelja pemerintah, dokumen rencana kerja kementerian, kerangka 

acuan kelja, dan rencana anggaran biaya. Selanjutnya perencana meneliti 

anggaran yang diusulkan sesuai dengan pagu anggaran yang telah 

ditetapkan dan memastikan usulan itu sesuai dengan aturan yang ada. 

Kemudian data-data usulan tersebut dimasukkan kedai~m aplikasi RKA-
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K/L. Sering terjadi dalam penyusunan rencana kerja anggaran di tingkat 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau pagu anggaran 

berubah sehingga usulan anggaran yang di input di dalam RKA-KIL akan 

ikut berubah dan tidak sesuai lagi dengan usulan awal dari satker/ seksi, 

hal inilah terkadang sering terjadi kesalah pahaman antara perencana dan 

pelaksana di tingkat seksi. 

2) Mekanisme Penyusunan RKA-KIL 

Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun, dilaksanakan dengan 

mel~kukan login aplikasi RKA-KIL-DIPA, Penyusunan rincian anggaran 

belanja keluaran (output), Setelah meyakini kebenaran semua is ian yang 

ada, kemudian mencetak KK satker, dan melengkapi data dukung yang 

diperlukan, untuk kemudian disampaikan bersamaan dengan KK Satker ,, 
yang telah ditanda tangani oleh KP A kepada unit eselbn I sebagai bahan 

penyusunan RKA-K/L. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Informan 

I bahwa: 

"Mekanisme penyusunan rencana kerja dan anggaran Kantor 
·Kementerian Agama Kabupaten Karimun, dilakukan dengan 
menginput rencana kegiatan beserta rincian anggaran belanja keluaran 
kedalam aplikasi RKA-KL oleh operator/ perencana, kemudian 
setelah diyakini semua isian yang ada, kemudian mencetak kertas 
keJja satker dan melengkapi data dukung yang diperlukan seperti 
SPTJM". 

Mekanisme penyusunan rencana kerja dan anggaran Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun, dilakukan dengan menginput 

semua data usulan rencana kerja dan anggaran ke dalam aplikasi RKA-

KIL oleh perencana. Penginputan data perencanaan kedalam aplikasi 
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RKA-KIL dilakukan pada saat kegiatan penyusunan di tingkat Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun, maupun di tingkat Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Kepri. Penyusunan 'di tingkat Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Kepri merupakan saat-saat yang penting, 

karena sering terjadi kesalahan penginputan di tingkat Kanwil, hal ini 

disebabkan oleh jumlah operator hanya dua orang sehingga tingkat 

kelelahan tinggi dan besar kemungkinan terjadinya kesalahan input. 

2. Penyebab Kesenjangan Anggaran antara Belanja Pegawai dan Operasional 

Perkantoran dengan Belanja Pembangnnan Bidang Agama Pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimnn 

Adapun faktor penyebab kesenjangan antara Belanja Pegawai dan 

Operasional Perkantoran dengan Belanja Pembangunan Bidang Agama Pada 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Internal, terdiri dari : 

I) Somber Daya Man usia 
' 

Faktor sumber daya manusia sangat mempengaruhi dalam proses 

penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun. Dengan kompetensi yang baik dan ditopang 

dengan jumlah pegawai yang proporsional tentunya :;akan berpengaruh 

terhadap kualitas perencanaan. Namun sebaliknya perencana yang tidak 
' 

memiliki kompetensi yang mumpuni dalam perencanaan akan berdampak 

pada kualitas perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif dan 
,, 

efi~jen. 
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Dari sisi sumber daya perencana yang dimiliki Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun dirasa masih kurang. Pegawai yang 

menangani perencanaan di masing-masing seksi bukan pegawai ahli 

dalam perencanaan, melainkan pegawai yang diberi tugas tambahan 

dal,~:U menyusun anggaran. Sehingga yang terjadi adalah kegiatan dan 

anggaran yang disusun asal jadi dan merupakan penyalinan dari kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Hal ini tentunya 

berdampak terhadap pencapaian visi, misi dan sasaran strategis yang telah 

dtetapkan. 

Selain itu pelatihan dan pembinaan terhadap perencana juga jarang 

dilakukan. Sehingga pemahaman dan kemampuan perencana masih 

terbatas. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Informan I bahwa : 

"Faktor jumlah pegawai yang menangani perencanaan sangat 
imempengaruhi efektifitas dari pengusulan rencana kerja dan anggaran 
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Selama ini hanya 
saya seorang perencana yang terkadang kewalahan dalam 
menganalisa usulan anggaran yang diajukan oleh masing-masing 
satker, selain sebagai perencana saya juga ditugaskan sebagai Pejabat 
Pengadaan, sehingga pekerjaan perencana menjadi tidak fokus. Paling 
tidak di kantor ini dibutuhkan dua perencana. Atau pada masing~ 
masing seksi memiliki seorang perencana yang benar-benar 
bertanggungjawab dan memahami bidang perencanaan. Selain itu 
pembinaan dan pelatihan di bidang perencanaan girasa masih minim, 
dan idealnya perencana adalah seorang pejabat fungsional, agar lebih 
maksimal kerj any a". 

Permasalahan sum ber daya perencana pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun perlu rnendapat perhatian yang serius. Salah 

satu penyumbang anggaran yang tidak efisien dan efektif adalah kualitas 

dan ](uantitas perencana yang ada. Perencana Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karirnun merangkap banyak jabatan dan pekerjaan, selain 
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sebagai perencana beliau juga sebagai pejabat pengadaan, dan anggota 

tim~tim lainnya. Hal ini tentunya akan berdampak pada kinelja 
J~, 

perencanaan. Selain itu minimnya pelatihan dan pembinaan dalam bidang 

perencana juga merupakan faktor penentu bagi kualitas dan kompetensi 

dari perencana. 

2) Psikologis 

Faktor psikologis, dalam beberapa kondisi kerap mempengaruhi 

seorang perencana dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, terutama 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Adanya persepsi 

hahwa kegiatan dan anggaran yang memiliki resiko besar terutama 

diperiksa oleh APIP, BPK, Kejaksaan tidak perlu diusulkan walaupun 

kegl~tan tersebut penting untuk dilaksanakan seperti pembangunan 

gedung maupun bantuan-bantuan sosial keagamaan. Hal ini sebagaimana 

dikatakan oleh Informan I bahwa : 

" ....... Selain itu, adanya ketakutan dari pelaksana kegiatan terhadap 
usulan anggaran yang ditenggarai akan sulit untuk dilaksanakan dan 
mengundang pemeriksaan dari APIP maupun kejaksaan, seperti 
pembangunan, pengadaan maupun bantuan yang nilainya besar". 

Faktor psikologis baik perencana maupun pelaksana anggaran kerap 

berpengaruh dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun, sehingga menyebabkan 
J:· 

kesenjangan anggaran yang besar antara belanja rutin dan belanja 

pembangunan. Faktor psikologis ini sering diakibatkan oleh banyaknya 

pemberitaan tentang penangkapan para birokrat pemerintahan akibat 

penggunaan anggaran yang diindikasikan merugikan negara. Di era 

keterbukaan informasi publik akses masyarakat sangat mudah terhadap 
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ang~aran dan kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat akan mudah 

melaporkan pejabat atau birokrat yang menurut mereka melanggar aturan 

walaupun tanpa ada bukti yang valid, sehingga menyebabkan mereka takut 

mengusulkan anggaran yang memiliki resiko tinggi akan diperiksa atau 

diaudit oleh BPK, Itjen, Kejaksaan dan Kepolisian. 
'i 

b. Faktor Ekstemal terdiri dari : 

I) Kebijakan Anggaran 

Faktor kebijakan anggaran memiliki pengaruh yang besar terhadap 

penxusunan anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten· 

Karimun, seringkali terjadi kebijakan anggaran yang dibuat tanpa 

memperhatikan kondisi geografis, karakteristik masyarakat, maupun 

kondisi ekcnomi pada daerah setempat. Terkadang kebijakan alokasi 

anggaran yang dibreakdown dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Kepri tidak proporsional dan tidak didasarkan pada' asas manfaat serta 

kebutuhan disetiap masing-masing daerah kabupaten/ Kota. Hal ini 

sebagaimana dikatakan oleh Inforrnan I bahwa : 

"Faktor kebijakan anggaran sangat mempengaruhi kesenjangan 
anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, 

. terkadang rencana kerja pemerintah tidak melihat kondisi geografis, 
::!', sosio kultural, maupun faktor ekonomi pada daerah setempat, inilah 

terkadang menyebabkan anggaran tidak terrealisasi dan tidak tepat 
untuk dianggarkan. Bahkan terkadang alokasi anggaran yang 
diberikan kanwil tidak proporsional dimana ada kegiatan yang tidak 
penting diberi anggaran yang berlebih, sedangkan pada kegiatan 
yang penting bagi kami tidak dianggarkan dengan maksimal". 

Faktor kebijakan anggaran memiliki dampak yang besar terhadap 
l 

proses perencanaan anggaran pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun, terkadang kebijakan anggaran yang dibuat dan 
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dialokasikan tidak berimbang. Bahkan rencana kerja pemerintah baik itu 

teijabar dalam RKP maupun rencana Kementerian belum banyak 

didasarkan pada kondisi geografis, ekonomi, sosial dan kultur masyarakat 

di daerah. Inilah salah satunya penyebab anggaran tidak proporsional dan 

menyebabkan pelaksanaannya tidak efektif, serta tidak seimbangnya 

antara belanja rutin (gaji dan operasional) dengan belanja pembangunan 

bidang agama. 

2) Prose'dur Penyusunan Anggaran 

Prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran termasuk faktor 

penyebab besarnya anggaran gaji dan operasional perkantoran 

dibandingkan anggaran untuk pembangunan bidang agama pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran yang pertama kali anggarkan adalah kebutuhan gaji 

dan operasional kantor, sedangkan untuk pembangunan bidang agama 

dianggarkan setelah terpenuhinya kebutuhan gaji dan operasional kantor. 
,_· 

Selain itu mekanisme pengalokasian anggaran di tingkat Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Kepri masih belum proporsional 

berdasarkan usulan dan kebutuhan dari satuan kerja dibawahnya. Selain 

itu tanggungjawab pembangunan agama tidak hanya di Kementerian 

Agama, tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, oleh karenanya 

Pemda juga menganggarkan kegiatan di bidang keagamaan. Hal ini 

sebagaimana dikatakan oleh Informan I, bahwa : 

. ' 
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"Penyebab anggaran gaji dan operasional perkantoran lebih besal'· 
dari anggaran pembangunan bidang agama adalah (I) Usulan yang 
pertamakali harus terpenuhi adalah anggaran gaji dan operasional 
perkantoran, jika kedua anggaran terebut telah terpenuhi baru 
anggaran untuk pembangunan bidang agama. (2) Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau belum proposional 

,;: dalam mengalokasikan anggaran kepada masing-masing satker yang 
ada dibawahnya. (3) Dikarenakan pembangunan bidang agama tidak 

:. hanya tanggungjawab Kementerian Agama, melainkan juga 
tanggungjawab dari pemerintah daerah, oleh karena itu 
pembangunan bidang agama juga dianggarkan oleh pemerintah 
daerah ". 

Prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran merupakan faktor 

penyebab terakhir besamya belanja rutin dibandingkan belanja 

pembangunan bidang agama. Dalam penyusunan .rencana kerja dan 

anggaran dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama perencana 

diminta untuk mengusulkan belanja rutin seperti gaji dan operasional 

perkantoran, setelah tahap pertama diusulkan baru perencana diminta 

untuk mengusulkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahap 

ketiga setelah pagu indikatifturun perencana diminta untuk menyesuaikan 

antara kegiatan yang diusulkan dengan anggaran yang tersedia, jika 

anggaran tidak mencukupi maka kegiatan yang diusulkan tadi harus 

dihapus. Selain itu prosedur alokasi anggaran yang diberikan oleh Kanwil 

Kemenag Provinsi Kepri juga tidak transparan dan pr5porsional, bahkan 

terkesan sangat kaku. Terkadang anggaran yang dialokasikan tidak sesuai 

dengan kebutuhan satker, yang berakibat pada tidak efektif dan efisiennya 

suatu; anggaran. Seperti didalam dokumen RKA-KL Bimbingan 

Masyarakat Buddha anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan begitu 

besar karena menggunakan hotel, sedangkan pelaksanaanya tidak di hotel 

sehingga sisa anggaran begitu besar. 
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3. Dampak Perencanaan Kebijakan Anggaran Terbadap Capaian Kinerja 

Kantor K(lmenterian Agama Kabupaten Karim on 

Menurut Mardiasmo (2009:63-66) anggaran sektor publik memiliki beberapa 

fungsi utama yaitu anggaran sebagai alat penilaian kerja (Performance 

measurement Tool). Dimana anggaran merupakan wujud komitmen dari budget 

holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan 

dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 

Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif 

' 
untuk pengendalian dan penilaian kinerja. 

Adapun yang dimaksud dengan kinerja menurut Sujarweni (2015:107) 

merupakan hasil kelja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan 

tujuan mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan menurut 

Mardiasmo (2009: 121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem 

yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi 

melalui alat ukur finansial dan non finansial. Penilaian laporan kinelja finansial 

diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan 

dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan 

yang dianggarkan. 

Guna mengukur kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun 

penulis menggunakan indikator value for money, dengan pengukuran ekonomi dan 

pegukuran efisiensi, sedangkan pengukuran efektifitas tidak diukur karena Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun tidak menetapkan indikator efektivitas. 
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a. Pengukuran Ekonomi 

Pengertian ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup juga 

pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu 

kegiatan operasional dikatakan ekonomis hila dapat menghilangkan atau 

mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengukuran ekonomi hanya 

mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran 

relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah : 

I) Apakah biaya organisasi Iebih besar dari yang telah dianggarkan oleh 

organisasi ? 

2) Apaka\1' biaya organisasi Iebih besar dari pada biaya organisasi lain yang 

sejenis yang dapat diperbandingkan? 

3) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara 

optimal? 

Berikut pengukuran Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karimun dengan pegukuran ekonomi : 

Tabel 4.1 
Realisasi Anggaran Kantor Kementerian Agama Kab. Karimun Berdasarkan 

Program dan Kegiatan Tahun 2016 

No Program/ Output Kegiatan 
Keuangan 

Anggaran Realisasi 

I. Pro2ram Kerukunan Umat Beral(ama 
Pengembangan Sarana dan Prasarana 40.000.000 34.001.000 
KUB 

Operasional SEKBER FKUB 40.000.000 40.000.000 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 1 80.000.000 74.001.000 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Laiunya 
Kementerian Agama 

Dokumen Rancangan Peraturan 2.000.000 . -
Perundangan-Undangan 

% 

85 

100 

93 

0 
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Dokumen Pembinaan di Bidang 27.500.000 23.637.000 86 
Hukum dan KLN 

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.000.000 2.900.000 97 

Asessment dan Pengembangan 10.680.000 10.000.000 94 
Pegawai ,-
Data dan Informasi Pegawai 9.900.000 . 9.000.000 91 

Pembinaan SDM dan Layanan 61.920.000 37.300.000 60 
Kesejahteraan Sosial 

Laporan Keuangan dan BMN 40.000.000 35.000.000 88 

Layanan Perkantoran 1.304.492.000 1.276.760.122 98 

Laporan Kinerja Kementerian 5.250.000 5.000.000 95 

Pembinaan Organisasi dan Tata 47.250.000 46.575.450 99 
Laksana 

Sistem dan Data Perencanaan 18.880.000 15.000.000 79 
Dokumen Rencana Kerja dan 98.110.000 70.000.000 71 
Anggaran 
Laporan Evaluasi Program, 23.010.000 20.000.000 87 
Koordinasi Lintas Sektoral dan PHLN 
/PHDN 
Pembinaan dan Pengembangan di 27.500.000 24.685.000 90 
Bidang Administrasi dan Umum 

Layanan Perkantoran 975.824.000 815.283.790 84 

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 20.000.000 . 19.118.000 96 
Pengelolaan Humas dan Lay an an 36.000.000 32.840.000 91 
Publik 

Pengelolaan Data dan Layanan e- 4.000.000 3.800.000 95 
data 

Jumlah 2 2. 715.316.000 2.446.899.362 90 

3. Program Bimbingan Masyarakat Islam 
Layanan Perkantoran 17.460.000 16.000.000 92 

Perangkat Pengolah Data dan 9.040.000 8.800.000 97 
Komunikasi 

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12.500.000 11.200.000 90 

Lembaga Pengelola Zakat yang 37.000.000 30.166.300 82 
berkualitas 

Data dan lnformasi Penerangan 39.880.000 22.500.000 56 
Agama Islam yang Handa! 

Tunjangan Penyul uh Agama Islam 183.600.000 180.900.000 99 
Non-PNS 
Perangkat Pengolah Data dan 44.120.000 42.878.000 97 
Komunikasi 

Layanan Perkantoran 2.218.142.000 2.015.568.161 91 

Layanan Konsultasi Syariah 46.500.000 31.653.600 68 

Layanan Produk Halal 22.735.000 21.735.000 96 
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Layanan nikah untuk masyarakat 891.360.000 492.863.841 55 -
Gedung Balai Nikah yang Dibangun 1.093.332.000 951.000.000 87 

Kualitas Sarana Prasarana KUA 45.000.000 40.000.000 89 

Keluarga Sakinah 26.265.000 23.950.100 91 

Rumah lbadah yang berkualitas 50.000.000 50.000.000 100 

Jumlah 3 4. 736.934.000 3.939.215.002 83 

4. Prol!ram Pendidikan Islam 
Lay an an Manajemen Pendidikan 80.000.000 75.000.000 94 
Madrasah dan RA 

'·"':1 

Guru Non-PNS Penerima Tunjangan 420.000.000 410.000.000 98 
Fungsional 

Guru Non-PNS Penerima Tunjangan 780.000.000 662.049.800 85 
Profesi 

I Guru Non-PNS Penerima Tunjangan 291.600.000 147.150.000 50 
Khusus 
Kurikulum dan Pembel'\iaran 46.345.000 44.842.200 97 
Pendidikan Madrasah i 

Siswa MI/Uia Penerima BOS 1.324.000.000 1.300.000.000 98 

Siswa MTs/Wustha Penerima BOS 1.386.000.000 1.256.000.000 91 

Siswa MA/Ulya Penerima BOS 346.800.000 340.000.000 98 

Guru PAl Non-PNS Penerima 432.000.000 432.000.000 100 

1 Tunjangan Profesi 

Layanan Manajemen Pendidikan 22.000.000 17.940.000 82 
Agamalslam 

Layanan Manajemen Pendidikan 80.000.000 56.006.900 70 
Keagamaan Islam 

Siswa Ula Penerima BOS I 02.400.000 I 00.000.000 98 

Siswa Wustha Penerima BOS 161.000.000 151.000.000 94 

Siswa Ulya Penerima BOS 33.600.000 33.200.000 99 

Layanan Manajemen Pendidikan 102.738.000 56.764.109 55 
Islam yang bermutu 

Layanan Perkantoran 12.140.079.000, 11.429.394.014 94 

Jum1ah 4 17.748.562.000 16.511.347.023 93 

5. Prol!ram Bimbinl!an Masyarakat Kristen 

Layanan Perkantoran 12.600.000 12.600.000 100 

Layanan Perkantoran 192.430.000 187.746.330 98 

Jumlah 5 205.030.000 200.346.330 98 

6. Program Bimbingan Masyarakat Buddha 

Te~~ga penyuluh yang terbina 36.000.000 36.000.000 100 

Le11Jbaga agama dan keagamaan yang 82.520.000 71.969.800 87 
terbina 

Umat yang terbina 52.520.000 45.346.540 . 86 
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Rm;nah ibadah yang berkualitas 50.000.000' 50.000.000 100 
Layanan sekretariat 8!.100.000 19.624.050 24 
Layanan Perkantoran 15.000.000 13.000.000 87 
Peserta didik yang terbina 52.330.000 48.821.400 93 
Tenaga pendidik dan kependidikan 214.330.000 131.735.700 61 

' yang terbina 

1embaga pendidikan agama dan 149.880.000,, 123.645.400 82 
keagarnaann buddha ·~ 

Layanan Perkantoran 1.243.500.000 1.211.000.000 97 

Jum1ah 6 1.977.180.000 1.751.142.890 89 

7. Proeram Penye1eneearaan Haii Dan Umrah 
Pe1ayanan dokumen dan 4.010.000 4.000.000 100 
perl!<pgkapan jemaah haji 

:'l:01 

Duk'imgan 1ayanan pelaksanaan tugas 2.400.000 2.000.000 83 
di bidang pe1ayanan haji da1am negeri 

Pembinaanjemaah haji 69.520.000 59.000.000 85 

Petugas haji yang profesional 5.660.000 4.560.000 81 

Dukungan 1ayanan pe1aksanaan tugas 40.390.000 36.000.000 89 
di bidang pembinaanhaji dan umrah 

Layanan Perkantoran 339.629.000 .. I 330.000.000 97 

Jumlah 7 461.609.000 435.560.000 94 

J~mlab =1+2+3+4+5+6+7 27.924.631.000 25.358.511.607 91 

Sumber : Kantor Kementenan Agama Kabupaten Kanmun 2016 

Berdasarkan tabel4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa dari aspek ekonomis 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun telah menggunakan sumber 
.rt' 

daya finansial secara optimal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

25.358.511.607,- (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh De Iapan Juta 

Lima Ranis Sebelas Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah) atau (91 %) dari anggaran 

perubahan sebesar Rp. 27.924.631.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan 

Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah). 
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b. Pengukuran Efisiensi 

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value foJ: 

money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar· 

output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu 

organisasi, Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin 
V· 

besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu 

organisasi. 

Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi 

dua : (a) efisiensi alokasi (efisiensi 1), dan (b) efisiensi teknis atau manajerial 

(efisiensi 2). Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk 

mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasita~ optimal. Efisiensi 

teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya 

input pada tingkat output tertentu. Berikut ukuran efisiensi Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun : 
i'.!!l 

I) SasaraJ'''Meningkatnya Kualitas bimbingan, pelayanan dan pengelolaan 

potensi umat beragama, dengan capaian kinerja sebesar 84,78%. Adapun 

capaian indikator kinerja sebagai berikut : 

a) Jumlah umat Islam, UPZ, operator SIMZAT yang terfasilitasi dalam 

'~~ 
penyuluhan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi tentang perzakatan, 

dengan Anggaran Rp. 29.680.000,- target peserta 30 Orang pada tahun 

2016, dan telah direalisasikan melalui kegiatan sosialisasi pengelola 

man~jemen zakat dengan peserta 30 Orang atau sebesar I 00% 

b) Jumlah tempat ibadah yang terkalibrasi, jadwal waktu sholat tahunan dan 

jadwal imsakiyah, dengan anggaran Rp. 13.200.000,- target 15 lembaga 
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pada tahun 2016. Dan telah direalisasikan melalui kegiatan 

penyelenggaraan hisab rukyat dan perlengkapannya dengan tercetaknya 

500 eksemplar untuk jadwal imsakiyah dan 500 eksemplar jadwal waktu 

:;;t 
shohit dan telah mengukur arah kiblat rumah ibadah sebanyak 121embaga! 

rumah ibadah atau sebesar 80% 

c) Jumlah petugas rohaniawan dan kelengkapannya, dengan anggaran Rp. 

12.500.000,- target 15 orang pada tahun 2016. Dan telah direalisasikan 

melalui kegiatan pengadaan baju toga rohaniawan seba~yak 5 pasang atau 

sebesar 33% 

d) Jumlah PPN, staf administrasi, penghulu dan Ka. KUA yang terfasilitasi 

dalam penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan pelayanan agama, dengan 
., 

anggaran Rp. 25.000.000,- target 20 Orang ditahun 2016. Dan telah 

direalisasikan melalui kegiatan tim pengelola SIMBI sebanyak I 0 Orang, 

atau sebesar 50% 

e) Jumlah KUA yang menerima biaya operasional dengan Anggaran Rp. Rp. 

180.000.000- target 10 KUA di tahun 2016. Dan telah direalisasikan 

melalui kegiatan Operasional KUA sebanyak I 0 KUA, atau sebesar I 00% 

f) Jumlah umat Islam yang terfasilitasi dalam penyU!uhan, pelatihan, 

pembinaan, dan bimbingan keluarga sakinah, dengan Anggaran Rp. 

26.265.000,- target 20 Orang di tahun 2016. Dan telah direalisasikan 

melaJ~i kegiatan penilaian dan pemilihan keluarga sakinah teladan dengan 

peserta sebanyak 20 Orang, a tau sebesar I 00% 

g) Jumlah masyarakat, tempat produksi, RPH, RPU, pasar tradisional, pasar 

modern yang terfasilitasi dalam penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan 

), 
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pengawasan produk halal, dengan anggaran Rp. 22.375.000,- target 30 

Orang di tahun 2016. Dan telah direalisasikan melalui kegiatan bimbingan 

dan gerakan masyarakat sadar halal dengan perserta sebanyak 30 orang, 

atau sebesar I 00% 

h) Jumlah rumah ibadah dan lembaga keagamaan buddha yang menerima 

bantuan dan pembinaan lembaga keagamaau, derigan anggaran Rp. 

80.000.000,- target 4 Lembaga di tahun 2016. Dan 'telah direalisasikan 

melalui kegiatan bantuan lembaga keagamaan buddha sebanyak 2 

lembaga dan kegiatan bantuan tempat ibadah sebanyak 2 Iembaga dengan 

tota[:4 lembaga, atau sebesar I 00% 
1?> 

i) Jumlah umat Buddha yang terfasilitasi dalam penyuluhan, pelatihan, 

pembinaan, bimbingan agama Buddha dan penerima tunjangan penyuluh, 

dengan anggaran Rp. 141.040.000,- target 80 Orang ditahun 2016. Dan 

telah direalisasikan melalui kegiatan pembinaan pengurus lembaga 

keagamaan Buddha dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang, dan 

kegiatan pembinaan keluarga hita sukhaya dengan jumlah peserta 

sebanyak 40 orang dan total semuanya 80 orang atau sebesar I 00%. 

2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang 

transparan, efisien, dan akuntabel dengan capaian kineJja sebesar 91%. 

Adapun capaian indikator kinerja sebagai berikut : 

a) Jumlah jamaah cal on haj i yang mendapat pelayanan dengan anggaran Rp. 

21.120.000,- target 130 orang di tahun 2016. Dan telah direalisasikat;t 

melalui kegiatan pembuatan paspor, pengantaran dan pemulangan 

sebanyak 129 orang, atau sebesar 99% 
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b) Jumlahjemaah haji, calonjamaah haji yang terfasilitasi dalam penyuluhan, 

pelatihan, pembinaan dan bimbingan haji, dengan anggaran Rp. 

52.020.000,- target 260 Orang ditahun 20I6. Dan telah direalisasikan 

melalui kegiatan bim bingan manasik haj i dengan peserta sehanyak 128 

Orang, kegiatan pemantapan karu dan karom sebanyak IS orang, kegiatan 

pembinaan pasca haji sebanyak 50 orang, dengan total peserta sebanyak 

193 'brang atau sebesar 74%. 

c) Jumlah CaJon petugas haji yang mengikuti seleksi petugas haji, dengan 

anggaran Rp. 5.660.000,- target IO orang di tahun 20I6. Dan telah 

direalisasikan melalui kegiatan rekrutmen petugas haji kloter dan non 
' 

kloter dengan peserta sebanyak I 0 orang atau sebesar I 00%. 

3) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan agama dan keagamaan yang 

merata, bermutu, dan berdaya saing dengan capaian kinerja sebesar 99,53% 

Adapun capaian indikator kinerja sebagai berikut : 

a) Jumlah Guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi, dengan 

anggaran Rp. 432.000.000,- target 30 guru di tahun 2016. Dan telah 

direXiisasikan sebanyak 24 Orang, atau sebesar 80% 

b) Jumlah Guru diniyah dan pesantren yang terfasilitasi dalam pendidikan, 

pelatihan, dan pembinaan kompetensi guru, dengan anggaran Rp. 

45.000.000,- target 30 guru di tahun 2016. Dan telah direalisasi melalui 

kegiatan pembinaan manajemen BOS dengan peserta sebanyak 30 Orang, 

atau sebesar 100% 
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c) Jumlah Siswa Ula, Wustha, dan Ulya penerima BOS dengan anggaran Rp. 

297.000.000,- target 317 siswa di tahun 2016. Dan telah direalisasikan 

sebanyak 317 Siswa, atau sebesar I 00% 

d) Jumlah lembaga pendidikan keagamaan islam yang memperoleh bantuan 

dan pembinaan manajemen lembaga, dengan anggaran Rp. I 0.000.000,-

targ~t 2 lembaga di tahun 2016. Dan telah direalisasikan sebanyak 2 
.I 

lembaga, atau sebesar I 00% 

e) Jumlah guru madrasah yang terfasilitasi dalam pendidikan, pelatihan, dan 

pembinaan kompetensi guru madrasah dengan anggaran Rp. I 1.500.000,-

target 50 Orang di tahun 2016. Dan telah direalisasikah melalui kegiatan 
l'~ 

pendampingan kurikulum 2013 bagi guru madrasah dengan peserta 

sebanyak 50, atau sebesar 100% 

f) Jumlah siswa madrasah yang terfasilitasi dalam pembinaan, bimbingan 
'! 

dan.)omba keterampilan siswa, dengan anggaran Rp. 38.500.000,- target 

80 siswa di tahun 2016. Dan telah direalisasi melalui kegiatan kompetensi 

sain madrasah Ml, MTs dan MA dengan jumlah peserta sebanyak 80 

siswa, atau sebesar I 00% 

g) Jumlah guru madrasah Non PNS yang menerima tunjangan fungsional, 

dengan anggaran Rp. 420.000.000,- target 140 guru di tahun 2016. Dan 

telah direalisasikan sebanyak 140, atau sebesar I 00% ! 

h) Jumlah guru madrasah Non PNS yang menerima tunjangan profesi, 

dengan anggaran Rp. 780.000.000,- target 60 guru ditahun 2016. Dan telah 

direalisasikan sebanyak 60 Orang, a tau sebesar I 00% ·n· ,, 
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i) Jumlah guru madrasah Non PNS yang menerima tunjangan khusus, 

dengan anggaran Rp. 291.600.000,- target 18 guru di tahun 2016. Dan 

telah direalisasi sebanyak 18 guru, atau sebesar I 00% 
f· 

j) Jumlah siswa MI, MTs, dan MA penerima BOS dengan anggaran Rp. 

3.056.800.000,- target 3.330 siswa di tahun 2016. Dan telah direalisasikan 

sebanyak 3.330, atau sebesar I 00% 

k) Jumlah data E-MIS dengan anggaran Rp. 7.528.000,- target 31 data di 

tahun 2016. Dan telah direalisasikan melalui kegiatan monitoring dan 

evaluasi EMIS dengan data yang terkumpul sebanyak 31 data, atau 

sebesar I 00% 

I) Jumlah guru, dan siswa agama Budhha yang terfasilitasi dalam 

pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kompetensi guru agama Buddha, 
IJ,;i 
d\ 

dengan anggaran Rp. I 04.660.000,- target 50 orang di tahun 2016. Dan 

telah direalisasikan melalui kegiatan pembinaan siswa agama Buddha 

dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang, dan kegiatan pembinaan guru 

agama Buddha dengan jumlah peserta sebanyak 40 Orang, dan total 

keseluruhan sebanyak 80 orang, atau sebesar 160% 

m) Jumlah siswa, guru dan pengurus sekolah minggu Buddha yang 

terfasilitasi dalam pendidikan, pelatihan, dan yang menerima bantuan, 

dengan anggaran Rp. 52.330.000,- target 75 orang di tahun 2016. Dan 
I 

telah direalisasikan melalui kegiatan pembinaan pengurus SMB dengan 

peserta sebanyak 40 orang, atau sebesar 53% 
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n) Jumlah guru agama Buddha Non-PNS yang menerima tunjangan profesi 

;ti. 
deng'im anggaran Rp. I 08.000.000,- target 6 orang ditahun 2016. dan telah 

direalisasikan sebanyak 6 orang, atau sebesar 100% 

o) Jumlah lembaga sekolah minggu Buddha yang menerima bantuan, dengan 

anggaran Rp. 75.000.000,- target 3 lembaga d itahun 2016. Dan telah 

direalisasikan sebanyak 3 lembaga, atau sebesar 100%!' 

4) Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama dengan 

capaian kinerja sebesar 50%. Adapun capaian indikator kinerja sebagai 

berikut: 

a) Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemuda Iintas agama 

yang terfasilitasi dalam kegiatan, pembinaan, dan sosialisasi peningkatan 

wawasan multikultur dan dialog Iimas agama dengan anggaran Rp. 0 

target 30 Orang di tahun 2016. Kegiatan tersebut tidak dianggarkan 

sehinggara realisasinya 0% 

b) Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB Kabupaten dengan 

anggaran Rp. 40.000.000,- target 1 lembaga di tahun 2016. Dan telah 

direalisasikan sebanyak I lembaga atau sebesar 100% 

5) Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan 

tugas t~J,.nis lainnya kementerian agama dengan capaian kinerja sebesar 

97,5%. Adapun capaian indikator kinerja sebagai berikut: 

a) Jumlah data perencanaan program dengan anggaran Rp. 18.880.000,-

target 6 data di tahun 20 I 6. Dan telah direalisasi sebanyak 6 data atau 

sebesar I 00% 
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b) Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran dengan anggaran Rp. 

23.470.000,- target 6 dokumen di tahun 2016. Dan telah direalisasi 

sebanyak 6 dokumen atau sebesar I 00% 

c) Jumlah laporan evaluasi program dengan anggaran Rp: 23.010.000,- target 

6 dokumen di tahun 20 16. Dan telah direalisasi sebanyak 6 dokumen atau 

sebesar I 00% 

d) Jumlah pembinaan dan pengembangan pegawai, serta layanan 

kes~jahteraan sosial dengan anggaran Rp. 102.250.000,- target ISO Orang 
~~·:·'· 

ditahun 2016. Dan telah direalisasi melalui kegiatan Sosialisasi PP Nom or 

70 Tahun 2015 Tentang JKK dan JKM dengan peserta sebanyak 40 

Orang, kegiatan rapat koordinasi Kantor Kementerian Agama Karimun 

dengan peserta sebanyak 40 Orang, kegiatan pelatiha.n pengelolaan tata 

persuratan dan kearsipan dilingkungan kementerian agama dengan peserta 

sebanyak 40 Orang, total keseluruhan jumlah peserta yang mengikuti 

pembinaan dan bimbingan sebanyak 120 orang atau sebesar 80% 

e) Jumiah dokumen data PNS dengan anggaran Rp. 10.680.000,- target 10? 

dokumen di tahun 20 I 6. Dan telah direalisasi sebanyak 180 dokumen atau 

sebesar 100% 

f) Jumlah dokumen pengelolaan laporan keuangan dan BMN, dengan 

anggaran Rp. 20.100.000 target 36 dokumen di tahun 2016. Dan telah 

direalisasi sebanyak 36 dokumen atau sebesar I 00% 

g) Jumlah laporan kinerja dengan anggaran Rp. 5.250.000,- target 6 Iaporan 

di tahun 20 I 6. Dan telah direalisasi sebanyak 6 laporan atau sebesar I 00% 
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h) Jumlah publikasi data keagamaan dan pendidikan dengan anggaran Rp. 
,. 

36.000.000,- target 6 data di tahun 20I6. Dan telah di~ealisasi sebanyak 6 

Data atau sebesar I 00%. 

Berdasarkan pengukuran efisiensi diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 20 I 6 
'·'· 

sebesar 84,56%, atau dinilai Baik. 

C. Pembahasan 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang agama, peran dari Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun dirasa masih kurang. Hal ini dapat dilihat 

dari kebijakan Kantor Kementerian Agama yang tertuang dalam Rencana Kerja dan ,, 
Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 20I6, dimana 

belum memberikan gambaran yang ideal bagi peningkatan pemahaman nilai-nilai 

agama serta kerukunan antar urn at beragama pada masyarakat Kabupaten Karimun . 
• •:d 

Alokasi ~~ggaran untuk operasaional Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karimun lebih mendom!nasi sebesar 75.45%, dibanding dengan alokasi anggaran 

untuk pelayanan agama yaknis sebesar 24.55% dari total anggaran Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun yakni Rp. 27.584.565.000,-. Kondisi ini 

' 
tentunya kontradiksi dengan visi kantor kementerian agama Kabupaten Karimun 

tahun 20I 5-2019, serta bel urn menggambarkan sistem penganggaran yang berbasis 

kinerja. 

Berdasarkan permasalahan diatas yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

proses penyusunan anggaran, faktor yang mempengaruhi proses penyusunan 

anggaran dan capaian kinerj a. 

i\ 
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1. Proses Perumusan Perencanaan Kebijakan Anggaran Pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun, dilakukan dengan beberapa 

taha pan yaitu : 

I• 

a. Persiap~n Penyusunan Rencana, terdiri dari 

I) Penelaahan Tugas dan Fungsi, 

Penelaahan tugas dan fungsi organisasi merupakan acuan dalam 

penjabaran program dan kegiatan. Penelaahan tugas dan fungsi juga 

meliputi penegasan kembali tentang visi dan misi, tentang nilai-nilai yang 

diyakini dan mempertahankan tujuan sebagai sasaran akhir yang harus 

dicapai dalam perencanaan. 

Menurut Woelfel dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7), perencanaan dan 

penganggaran haruslah terintegrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut 

dibutuhkan pula kebijakan organisasi, demikian pula filosofi manajemen 

organisasi harus terlihat dalam anggaran. Penelaahan tugas dan fungsi 

organisasi merupakan acuan dalam penjabaran program dan kegiatan. 

Penelaaban tugas dan fungsi juga meliputi penegasan kembali tentang visi 

dan misi tentang nilai-nilai yang diyakini dan mempertabankan tujuan 

sebagai sasaran akhir yang harus dicapai dalam pererttanaan. Pentingnya 

penelaahan tugas dan fungsi diharapkan agar kebijakan atau anggaran 

yang disusun oleh organisasi tidak melenceng dari tugas dan fungsinya . 

.Oalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang 
,1.,,· 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara!Lembaga 

di pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Keija dan Anggaran 

Kementerian/ Lembaga (RKA-KIL) disusun secara terstruktur dan dirinci 

,, 

43028.pdf 



84 

menurut klasifikasi anggaran, yang meliputi klasifikasi organisai, 

klasifikasi fungsi dan klasifikasi jenis belanja. Oleh karena itu setiap 

satuan kerja (Satker) dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karimun waj ib melaksanakan penelaahan tugas dan fungsi masing-masing 

satker agar penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat terlaksana 

dengan baik. 

2) Penelaahan Kebijakan 

Penelaahan kebijakan adalah suatu proses yang dimaksud untuk 

menelaah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi. Penelaahan kebijakan memastikan penyelenggaraan 
H 
"~'· 

pembangunan yang dilaksanakan oleh satuan kerja selaras dengan tugas 

dan fungsinya, selaras dengan amana! perundang-undangan dan aturan-

aturan terkait, mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan, 

serta terintegrasi secara baik dengan sistem pembangunan nasional yang 

lebih luas. 

Menurut Woelfel dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7), penganggaran 

didasarkan pada orang-orang yang membuat pilihan secara optimal 

mengenai persoalan-persoalan ekonomi maupun non ekonomi. Menurut 

Anderson (2006 : 127-137) juga mengemukakan enam kriteria yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih kebijakan, yaitu: (I) nilai-nilai yang 

dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi; 

(2) afiliasi partai politik; (3) kepentingan konstituen; (4) opini publik; (5) 

penghormatan terhadap pihak lain; serta (6) aturan kebijakan. 
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Penelaahan kebijakan adalah suatu proses yang dimaksud untuk 

menelaah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi. Penelaahan kebijakan memastika~ penyelenggaraan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh satuan kerja sdlaras dengan tugas 

dan fungsinya, selaras dengan amanat perundang-undangan dan aturan-

aturan terkait, mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan, 

serta.'terintegrasi secara baik dengan sistem pembangunan nasional yang 

lebih luas. 

Dalam menelaah suatu kebijakan untuk penyusunan rencana di 

lingkungan unit kerja ditempuh dengan beberapa tahapan, yaitu : 

a) Inventarisasi dan pengumpulan kebijakan/ peraturan yang ada dengan 

maksud untuk mengetahui sejauhmana kebijakan tersebut dapat 

dilaksanakan, apakah ada kesenjangan antara apa yang ada dalam 
; 

perumusan dengan yang tampak dalam pelaksanaannya, serta apakah 

masih konsisten dengan yang lebih tinggi. Hasil dari inventarisasi 

tersebut akan menentukan apakah kebjakan tersebut dapat dijadikan 

'· 
ruj'ukan utama di dalam perencanaan yang akan disusun. 

b) Jkhtisar perumusan kebijakan, yaitu berupa penafsiran berdasarkan 

ketentuan/ peraturan yang ada dan masih berlaku, dengan juga 

memperhatikan dan memasukkan berbagai norma dan saran 

dilingkungan unit/ satuan kerja masing-masing. 'Dengan cara ini 

diharapkan unit/ satuan kelja yang bersangkutan mempunyai 

perumusan yang jelas dan gamblang tentang "mission statement" bagi 

unit/ satuan kerja tersebut. Didalamnya diharapkan sudah tersusun 
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secara konkret tentang apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang 

dilakukan, apa yang baik dilakukan, apa yang boleh dilakukan, nilai, 

filsafat dan visi. Adanya perumusan ikhtisar kebijakan yang jelas ini 

sangat penting, karena hanya dengan cara ini maka langkah-langkah 

berikutnya didalam perencanaan, dapat dibuat dengan jelas. Semakin 

j~)as perumusan tentang tugas suatu lembaga unit/ satuan kerja, 

semakin besar kemungkinan berhasilnya pencapaian tugas tersebut. 

Kebijakan yang menjadi rujukan dalam penyusunan rencana dapat 

berasal dari kebijakan pemerintah yang sedang berlaku maupun dari 

sumber lainnya. 

a) Rujukan pertama dalam penyusunan rencana adalah kebijakan 

pemerintah yang sedang berlaku, seperti : 

(I) Kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
;., 

Rakyat 

(2) Kebijakan umum ditetapkan Presiden berupa Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden 

(3) Kebijakan pelaksanaan ditetapkan oleh Menteri berupa Peraturan 

Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Surat Edaran 

Menteri 

(4) Kebijakan teknis ditetapkan oleh Direktur JenderaV Pejabat Eselon 

I sesuai dengan bidangnya, seperti Peraturan Dirjen/ Eselon I, 

Keputusan Dirjen/Eselon I, Instruksi Dirjen!Eselon I, suratedaran 

,, , dari pejabat yang bersangkutan ,, ·,. 
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(5) Di daerah dengan sendirinya harus memperhatikan peraturan 

daerah, surat keputusan Gubernur/ Kepala Daerah, Kebijakan 

Kanwil DJPB dan surat keputusan Kepala Kanwil, dalam hal ini 

yang terkait dengan instansi Kementerian Agama . 

b) Sumber lain, dalam hal ini dapat berupa, 

(I) Masukan para pejabat yang berkaitan dengan bidang tugas 

Kementerian Agama, termasuk Pemerintah Daerah 

(2) Saran-saran, usul-usul dan sumbangan pikiran dari satuan ketja 

(3) Saran-saran, usul-usul dan sumbangan pikiran <:tari masyarakat ... 

(4) Infonnasi-informasi yang berkembang di dalam masyarakat yang 

antaralain berupa harapan dan keinginan umat beragama 

Penelaahan kebijakan dalam penyusunan rencana ketja dan 

anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun masih 

belum berjalan baik dan prosedural. Kebijakan anggaran masih 

dipengaruhi oleh tatacara-tatacara tradisional/ incremental/ line item. 

Woelfel dalam lkhsan (2014:9.16) Anggaran incremental menunjukkan 

kategori line item pengeluaran yang harus dilakukan sepanjang tahun. Line 

item budgeting merupakan suatu sistem anggaran dimana unit-unit 

pengeluarannya mengacu kepada suatu kementerian atau bagian-bagian 

tertetiiu dalam organisasi. Anggaran ini lebih menekankan pada obyek. 

pendapatan dan pengeluarannya. Dasar perhitungan untuk pendapatan 

maupun pengeluaran pada anggaran jenis ini biasanya dilakukan secara 

incremental. Yang menjadi dasar dari pengeluaran pada suatu tahun 

anggaran adalah pengeluaran-pengeluaran tahun sebelumnya ditambah 

.. 
-' 
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dengan jumlah kenaikan atau penyesuaian dan penambahan-penambahan 

sebagai akibat perhitungan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan 

sebagainya. Akibatnya, usulan untuk belanja kegiatan dibuat lebih tinggi 

(mark up), sedangkan target penerimaan dibuat lebih rendah. Bisa juga 

penambahan dihitung dengan persentase penyesuaian yang sama untuk 

setiap objek penerimaan atau pengeluaran. Perubahan 'prioritas anggaran, 

mengenai apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus dikurangi, 

kalaupun terjadi sering kali adalah karena adanya intervensi atau 

determinasi dari pejabat yang berwenang. Meskipun terjadi kelangkaan 

sumber daya, anggaran seperti ini tetap tidak mempertimbangkan apakah 

suatu program atau kegiatan yang selama ini efektif atau tidak efektif. 

Idealnya penganggaran pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun didasarkan pada basis kinerja sebagaimana amanah 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 pasal 5 ayat (1) 

menyebutkan bahwa penyusunan RKA-KIL harus menggunakan 

pendekatan a) kerangka pengeluaran jangka menengah, b) penganggaran 

terpadu, c) penganggaran berbasis kinerja. Menurut Woelfel dalam Ikhsan 

(2014:9.16) Performance Budget System adalah suatu struktur anggaran 

yan~,; (1) terfokus pada aktivitas atau fungsi penciptaan suatu produk atau 

hasil dan dari mana sumber daya yang digunakannya, (2) menunjukkan 

proses penganggaran yang berupaya mengaitkan antara tujuan organisasi 

dengan penggunaan sumber dayanya. Anggaran ini pada prinsipnya 

terfokus pada peningkatan efisiensi dengan cara , pengklasifikasian 

aktivitas dan pengukuran biaya. Komponen yang biasanya terdapat dalam 
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sistem anggaran ini adalah klasifikasi aktivitas, pengukuran kinelja dan 

laporan kinerja. 

3) Penyediaan Data 

Tersedianya data bagi perencanaan merupakan keharusan. Tanpa data 

yang valid dan reliabel perencanaan tidak akan efektifdan efisien, bahkan 

menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Menurut Woelfel dalam 

Ikhsan (2014:9.6-9.7), perencanaan dan penganggaran harus didasarkan 

pada suatu basis data yang akurat dan berorientasi kepada hasil. Seluruh 

proses penyusunan perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data 

dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan 

rencana berbasis data dan informasi atau berbasis riset adalah salah satu 

implementasi dari penyusunan rencana secara teknokratik. 

Yang dimaksud dengan data adalah keterangan objektif ten tang suatu 
'• 

fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gam bar visual yang 

diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah 

terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan Iainnya. 

Sedangkan informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan 

untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. 

Data perencanaan pada tingkat Kementerian Agama adalah himpunan 

data yang terkait dengan perencanaan berbagai program yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Data perencanaan dimaksud 

untuk digunakan sebagai dasar dalam menetapkan run;msan perencanaan 

kegiatan sesuai kebutuhan serta dasar bagi pengalokasian anggaran untuk 

membiayai kebutuhan kegiatan tersebut. 
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Dalam proses penyedHmn data, periu n1emperhatikan hal-hal berikut : 

a) Ketersediaan data berikut analisisnya sangat menentukan ketepatan 

perumusan perencanaan. Untuk itu setiap unit satuan kerja, terutama di 

tempat unit perencanaan harus tersedia analisis data 

b) Data dikumpulkan dengan berbagai cara seperti penelitian, laporan, 

hasil kegiatan, peninjauan, berita surat kabar/ majalah atau bahan yang 

khusus dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari dalam 

oganisasi satuan kerja dan data dari luar satuan kerja yang secara 

langsung akan mempengaruhi organisasi itu. 

c) Perlu memperhatikan relevansi data. Artinya data yang dikumpulkan 

hendaknya dibatasi untuk suatu kegunaan tertentu. Data dan informasi 
' '· 

perencanaan harus disesuaikan dengan penggunaannya. Dalam 

manajemen perencanaan, data dan informasi dipergunakan bagi 

pengambilan keputusan ditingkat manajemen puncak, manajemen 
,. 

ri\~nengah dan manajemen dasar. 

d) Data perencanaan yang dihimpun harus berasal dari suatu sistem 

pendataan yang akuntabel dengan prosedur pengolahan (pengumpulan, 

pengolahan, dan penyajian) data yang sistematis sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan perencanaan yang tepa! sasaran, tepat guna, 

tepat jumlah dan tepat waktu. Agar data perencanan memenuhi syarat 

tersebut dalam pengelolaannya perlu diperhatikan secara komprehensif 

tentang penetapan variabel data yang dibutuhkan, mekanisme. 

pengambilan data, instrumen dan teknologi yang digunakan, pola 
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koordinasi antar unit kerja terkait, pelembagaan pendataan dan sumber 

daya lain yang dibutuhkan. 

Penggunaan teknologi informasi perlu dilakukan dalam rangka 

optip)alisasi kinerja pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkaii 
10 • 

dalam perencanaan program dan kegiatan. Pengembangan sistem data 

informasi berupa pembuatan aplikasi/ software untuk mengelola data yang 

terkait tugas dan fungsinya menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. 

Aplikasi tersebut digunakan untuk mengelola data perencanaan berbasis 
,I 

pencatatan atau registrasi yang pada saat ini jauh lebih mudah dilakukan 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang 

berkembang pesat. 
•!I 

Penyediaan data dalam penyusunan rencana keJja dan anggaran 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dilaksanakan dengan 

pemanfaatan teknologi informasi yakni E-data. Dalam menghimpun data 

dilakukan kegiatan berupa monitoring data dan kegiatan update data 

perencanaan. Data yang dihimpun berupa data pegawai, guru, siswa, 

operasional perkantoran, gaji, tunjangan, jumlah penduduk, organisasi 

keagamaan, rumah ibadah, sarana prasarana perkantoran, dan lain 

sebagainya. 

Penggunaan teknologi informasi merupakan sarana yang efektif dan 

efisien dalam pengumpulan dan pengolahan data. Penggunaan teknologi 
l.tl, 
h' 

informasi perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi kinerja pengelolaan 

data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan program dan 

kegiatan. Pengembangan sistem data informasi berupa pembuatan 
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,. 
aplikasi/ software untuk mengelola data yang terkait tugas dan fungsinya 

menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Aplikasi tersebut digunakan 

untuk mengelola data perencanaan berbasis pencatatan atau registrasi yang 

pada saat ini jauh lebih mudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi yang berkembang pesat. 

4) Penentuan Prioritas Kegiatan 

Penentuan prioritas kegiatan didasarkan pada daftar alternatifkegiatan ., 

yang dikualifikasi dengan berbagai pertimbangan sehingga diperoleh 

suatu daftar urutan prioritas. Daftar urutan prioritas ini dimaksudkan agar 

kegiatan yang dilakukan pada nomor urut awal akan mendapatkan prioritas 
~~,. 

1,,1 

unnik diprogramkan pada tahun bersangkutan. Dengan demikian apabila 

dalam penjabaran rencana tahunan harus diadakan pengurangan kegiatan, 

maka kegiatan pada nomor-nomor urut akhir akan ditunda dari rencana 

tahun bersangkutan. Penentuan prioritas ini perlu dilakukan, mengingat_ 

i: 
bahwa tidak mungkin seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi 

satuan kerja tersebut dapat dilaksanakan serentak dalam waktu satu tahun 

atau waktu tertentu, karena keterbatasan sumber dana. Menurut Woelfel 

,. 
dalam lkhsan (2014:9.6-9.7) menyebutkan bahwa penganggaran 

merupakan proses pengalokasian sumber daya. Jadi penentuan prioritas 

adalah bagaimana perencana mengalokasikan sumber daya yang ada 

sesuai dengan anggaran yang terbatas. 

Menurut Woelfel dalam lkhsan (2014:9.6-9.7), penganggaran adalah 

proses untuk menctapkan prioritas. Penentuan prioritas kegiatan 

didasarkan pada daftar altematif kegiatan yang dikualifikasi dengan 
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berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu daftar umtan prioritas. 

Daftarumtan prioritas ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan pada 

nomor urut awal akan mendapatkan prioritas untuk diprogramkan pada 

tahun bersangkutan. Dengan demikian apabila dalam penjabaran rencana 

tahunan hams diadakan pengurangan kegiatan, maka kegiatan pada 

nomor-nomor urut akhir akan ditunda dari rencana tahun bersangkutan. 

Penentuan prioritas ini perlu dilakukan, mengingat bahwa tidak mungkin 

selumh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi satuan organisasi tersebut 

dapat dilaksanakan serentak dalam waktu satu tahun atau waktu tertentu, 

karena keterbatasan sumber dana. Pedoman yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk menentukan prioritas antara lain sebagai berikut : 

a) Urgensi suatu kegiatan, yakni kegiatan yang dinilai mendesak untuk 

dilaksanakan, harus mendapatkan prioritas utama dalam peyusunan 

program. Dalam kaitannya dengan kebijakan · pejabat eselon I, 

pertimbangan perlu diberikan pada beberapa kegiatan yang sebelumnya 

tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai atau bahkan belum 

tersedia, namun mendapatkan perhatian besar dan mempakan kebijakan 

strategis yang hams dilaksanakan. 

b) Adanya sinergi, sinergi dalam administrasi, diperoleh bila dua kegiatan 

atau lebih yang dikerjakan bersama-sama mempunyai tingkat 

produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan bila pekerjaan tersebut 
I• 

dilakukan sendiri-sediri. 

c) Luasnya jangkauan sasaran, suatu program atau kegiatan yang 

menjangkau sasaran lebih luas ( dengan biaya dan waktu yang sama); · 
\., 
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baik ditinjau dari segi kuantitatif penduduk maupun luas geografinya, 

patut dipertimbangkan untuk diprioritaskan. 

d) Efek berganda, suatu kegiatan walaupun terlihat sederhana, kadang-

kadang mempunyai dampak signifikan bagi kehidupan/ keberlansungan 

hidup organisasi. 

e) Re,siko dan dampak paling minim, bila menghadapi dua atau lebili 
''·' . .. ;, 

pilihan, maka selidiki atau analisis semuanya, kemudian pilih kegiatan 

yang paling minim resiko yang akan dihadapi atau dampak yang akan 

ditimbulkan bila kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan 

f) Langsung melayani masyarakat, tugas utama organsasi pemerintah 

adalah pelayanan masyarakat. Karena itu memprioritaskan kegiatan-

kegiatan yang bersifat pelayanan langsung pada masyarakat sangat 

dianjurkan. 

Oleh karena itu penentuan prioritas kegiatan harus dilaksanakan oleh 

perencana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, hal ini 

diperlukan karena keterbatasan sumber daya yang ada baik itu dari sisi 

sumber daya manusia maupun anggaran yang tersedia. 

5) Penjabaran Program/Kegiatan 

Penjabaran program/ kegiatan merupakan proses kelanjutan untuk 

meneljemahkan rencana/ kegiatan yang telah ditetapkan. Hal yang perlu 
' 

djabarkan terkait perencanaan program/ kegiatan yaitu tujuanl maksud 

kegiatan, output kegiatan, tujuan tiap langkah kegiatan, sasaran yang akan 

menerima manfaat kegiatan, penanggungjawab/ pelaksana kegiatan, 

waktu yang diperlukan, jadwal kegiatan, tema kegiatan, hubungan 
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: 
I 

kegiatan dengan kegiatan lain, antisipasi terhadap permasalahan yang 

mungkin timbul, serta rencana darurat bila rencana pertama tidak 

terlaksana. 

Menurut Jones dan Pendlebury dalam Ihksan (2014:9.5) secara lebih 

luas anggaran dapat didefinisikan sebagai suatu alokasi sumber-sumber 

daya (resources) yang dibuat secara terencana (dengan demikian anggaran 

dapat pula dikatakan sebagai suatu rencana), mengenai berbagai hal atau 

aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, yang 

didasarkan pada sejumlah variabel penting, yang ditujukan untuk 
·. 

mencapai sejumlah tujuan tertentu dengan mengaitkan antara penerimaan-

penerimaan yang diperkirakan dengan pengeluaran-pengeluaran yang 

direncanakan, serta menjadi suatu dasar atau basis untuk mengukur dan 

meniontrol pengeluaran dan pendapatan. 

Penjabaran program perlu memperhatikan : 

a) Kelompok-kelompok kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan 

dalam masajangka waktu tertentu (lima tahun atau satu tahun) 

b) Rincian menurut unit keJja eselon I pusat dan pelaksana utama di daerah 

c) Dima untuk membiayai kegiatan unit pelaksana pusat dan daerah 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 Tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana KeJja dan Anggaran 

Kementerian Negara/ Lembaga, menyebutkan bahwa bagian-bagian dan 

fungsi struktur anggaran terdiri dari program, dimana program merupakan 

penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/ 

Lembaga (KIL) yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit 
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eselon I atau unit K/L yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan 

indikator kinerja yang terstruktur. Penjabaran program/ kegiatan 
;·:· 

merupakan bagian penting dalam penyusunan rencana keija dan anggaran 

bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Penjabaran 

program/ kegiatan memberikan penjelasan yang rinci terhadap tugas dan 
' 

fungsi dari Kementerian Agama terkhusus Kantor Ktimenterian Agarna 
r' 

Kabupaten Karimun. 

b. Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 

Menurut Woelfel dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7), Perencanaan dan 
.)' 

penganggaran haruslah terintegrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut 

dibutuhkan pula kebijakan organisasi, demikian pula filosofi manajemen 

organisasi harus terlihat dalam anggaran. Selaras dengan mandat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan disusun 

dan ditetapkan dalam suatu dokumen perencanaan yang berkesinambungan. 

Rencana pembangunan yang disusun untuk kurun waktu tertentu merupakan 

bagian dari perencanaan pembangunan dalarn kurun waktu yang lebih 

panjang. 

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan perencanaan 
·•'· 

pembangunan untuk masa waktu 20 tahun. Rencana jangka panjang ini 

dicapai melalui 4 tahap pembangunan 5 tahunan yaitu Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai 

melalui rencana pembangunan jangka menengah diuraik~n dalam Rencana 
~. 

Keija Pemerintah (RKP) yang merupakan perencanaan tahunan. Rencana 

•.: 
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pembangunan nasional tersebut ditetapkan oleh Presiden dan menjadi acuan 

bagi pimyusunan rencana pembangunan pada tingkat satuan kelja pusat, 

instansi vertikal dan unit pelaksana teknis. 

I) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Agama 

Perencanaan pembangunan jangka menengah Kementerian Agama 
' 

diwujudkan dalam sebuah dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

Kementerian Agama yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama 

untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kementerian Agama merupakal) 
~o· 

dokiimen perencanaan yang mengandung rencana pembangunan yang 

sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama dan merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Nasional yang telah 

ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan .. nasional. Renstra 
,. 

Kementerian Agama memuat visi, misi, tujuan, s'irategi, kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat 

indik~tif. 

Menurut Woelfel dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7), Perencanaan dan 

penganggaran haruslah terintegrasi. Perencanaan dan penganggaran harus 

terintegrasi dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh 

Presiden, Menteri dan turunannya. Dokumen rencana pembangunan 

jangka menengah merupakan dokumen dasar d_alam perencanaan 

anggaran. Dokumen ini penting sebagai rei agar pelaksanaan program dan ., 
kegiatan lebih efektif dan efisien. 
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Penyusunan rencana kerj a dan anggaran pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun harus didasarkan pada JRencana Strategis 

Kementerian Agama tahun 2015-2019, yang kemudian dimanifestasikan 

ke dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tahun 

2015-2019. Terkadang keterbatasan anggaran menyebabkan tidak 

terlaksananya beberapa kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra. 

Tentunya hal ini menjadi pertimbangan serius bagi perencana untuk 

menyusun strategi terhadap permasalahan tersebut. Menurut Woelfel 

dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7), Penganggaran secara alamiah merupakan 

suatu proses politik dan karena itu membutuhkan seni baik untuk 

melakukan persuasi maupun untuk berkompromi. Keputusan-keputusan 

dalam penganggaran seringkali dinegosiasikan, bahkan sering kali 

merupakan keputusan yang subyektif. 

2) Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Agama 

Rencana kerja (Renja) dan anggaran Kementerian Agama disusun 

berdasarkan Renja-KIL, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu 

Anggaran Kementerian Agama yang mengandung informasi kerja dan 

rincian anggaran. Informasi kinelja dalam RKA-KL paling sedikit memuat. 

tentang informasi program, kegiatan dan sasaran kelja.:·kemudian rincian 

anggaran dalam RKA-K/L disusun menurut unit organisasi, fungsi, 

program, kegiatan, jenis belanja, kelompok biaya, dan sumber pendanaan. 

~encana pembangunan Tahunan Kementerian merupakan penjabaran 

dari .,Rencana Strategis Kementerian, dokumen rencana pembangunan 

tahunan merupakan dokumen yang harus dimiliki dalam rangka 
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mengusulkan rencana kerja dan anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 90 Tahun 2010, menyebutkan bahwa RKA-KIL disusun 

berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, rencana kerja 

peme,rintah dan pagu anggaran KIL. 
~ ~ :0. 

Konsekuensi logis yang terjadi jika anggaran disusun berdasarkan 

Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, rencana kerja pemerintah dan 

pagu anggaran KIL yakni adanya kegiatan maupun anggaran yang tidak 

tepat sasaran. Terkadang rencana kerja kementeriapJ lembaga dibuat 

! 
dengan memukul rata untuk semua daerah tanpa memandang karakteristik 

budaya, ekonomi dan kondisi geografis daerah setempat. Hal ini tentunya 

memunculkan anggaran yang tidak efektif dan efisien, untuk itu 

diperlukannya kemampuan seorang perencana dalam memahami dan 
·' 

mengkritisi setiap kegiatan atau anggaran yang diberikan. Menurut 

Woelfel dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7) peganggaran secara alamiah 

merupakan suatu proses politik dan karena itu membutuhkan seni baik 

untuk melakukan persuasi maupun untuk berkompromi. Dan pendapat 

Anderson perlu menjadi pertimbangan dalam mengusulkan anggaran, 

menurut Anderson (2006: 127-137) enam kriteria yang harus .. , 
dipertimbangkan dalam memilih kebijakan, yaitu: (I) nilai-nilai yang 

dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi; 

(2) afiliasi partai politik; (3) kepentingan konstituen; (4) opini publik; (5) 
.,..,,: 

penghormatan terhadap pihak lain; serta (6) aturan kebijakan. selanjutnya 

Anderson menambahkan bahwa terdapat sejumlah kriteria yang membantu 

dalam menentukan pemilihan terhadap alternatif kebijakan untuk 

··' 
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dijadikan sebuah kebijakan, misalnya, kelayakannya, penerimaan secara 
,, 

politis, biaya, manfaat, dan lain sebagainya. 

c. Pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran 

I) Usulan unit kerja 

Proses pengusulan rencana kerja dan anggaran dilingkungan 

Kementerian Agama dilakukan secara terkoordinasi antara satuan 

organisasi/ satuan kerja di pusat dan di daerah yang terkait. Mekanisme 
; 

pengusulan rencana kerja dan anggaran dilakukan secara berjenjang dari 

satuan kerja daerah kepada satuan kerja pusat untuk selanjutnya diusulkan 

kepada pemerintah. 

Pengusulan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karimun diawali dari pengusulan anggaran dari masing-masing satuan 

kerja (satker) yang berada dibawahnya. Dalam dokumen usulkan rencana 

ketja dan anggaran satker dilampiri dengan TOR, RAB dan Form 

Tunjangan Pegawai. Berdasarkan PMK nomor 136 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/ Lembaga, menyebutkan dokumen pendukung RKA-KL 

adala)l (I) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term Of Reference (TOR), (2) 

Rincian Anggaran Biaya (RAB), merupakan dokumen pendukung 'fOR, 

dokumen ini menjelaskan besaran total biaya tiap komponen yang 

merupakan tahapan pencapaian keluaran (output) kegiatan, (3) dokumen 

pendukung lainnya, diantaranya perhitungan kebutuhan biaya 

pembangunan/ renovasi bangunan gedung negara, data dukung teknis 

dalam suatu kasus tertentu antara lain peraturan perundangan/ keputusan 

43028.pdf 



101 

pimpinan KIL yang mendasari adanya kegiatan/ keluaran, dan data dukung 

terkait teknis lainnya sehubungan dengan alokasi suatu keluaran. 

2) Mengkoordinasikan, mendampingi dan memfasilitasi proses usulan 

rencana kerja dan anggaran 
J. 

Proses pendampingan dalam pengusulan rencana kerja dan anggaran 

diharapkan anggaran yang diusulkan sesuai dengan atauran yang ada. 

Pendampingan difokuskan untuk meneliti konsistensi pencantuman 
,I\ 

sasaran kinerja meliputi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan, 

kesesuaian total pagu dalam RKA-KIL yang diterima, kesesuaian sumber 

dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam pagu 

anggaran KIL, kelengkapan dokumen pendukung RKA-KIL antara lain 

RKA Satker, TORIRAB dan dokumen pendukung Iainnya. 

Unit kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang 

menangan i perencanaan program dan anggaran mengokordinasikan, 

mendampingi dan memfasilitasi proses pengumpulan usulan rencana keija 

dan anggaran yang diusulkan oleh setiap unit kerja kepada Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Proses pengkoordinasian 
j'i, 

dilaksanakan melaui rapat, monitoring, maupun pembinaan dan 

sosialisasi. 

3) Rapat penetapan usulan rencana kerja dan anggaran 

Penetapan usulan rencana kerja dan anggaran dilaksanakan dengan 

mekanisme rapat, yang dimulai dari rapat tingkat unit keija sampai dengan 

rapat tingkat satker. Rapat penetapan usulan dilakukan dengan harapan 
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anggaran yang disusun dapat dikritisi kembali dan ditelaah secara 

bersama-sama agar dapat direalisasikan dengan maksimal. 

Melalui mekanisme rapat kerja tingkat Kabup~~tenl Kota, Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupatenl Kota menetapkan usulan rencana 

kerja dan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota beserta 

unit kerja dibawahnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Pelaksanaan rapat harus 

dihadiri oleh setiap unit kerja yang berada dibawah Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/ Kota agar dapat dipahami dan menghasil keputusan 

yang disetujui bersama. Menurut Woelfel Keputusan-keputusan maupun 

kompromi-kompromi sering kali menggantikah bentuk-bentuk 

pengambilan keputusan birokratis dan komputasional. Keputusan-

keputusan dalam penganggaran seringkali dinegosiaasikan, bahkan sering 

kali merupakan keputusan yang subyektif. 

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga merupakan 

dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun 

menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai dokumen 

perencanaan dan penganggaran, dokumen RKA-KIL berisi program dan 

kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Renja KIL beserta 

anggarannya pada tahun yang direncanakan. 

I) Tugas Satker dalam Proses penyusunan RKA-K/L 

Tugas satuan kerja dalam proses penyusunan RKA-K/L diantaranya 

adalah menyiapkan dokumen sebagai acuan maupun sebagai dasar 
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pencantuman sasaran kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada 

tingkat keluaran (output), meneliti dan memastikan kesesuaian dengan 

kebijakan unit eselon I, menyusun Kertas Kerja Satker (KK satker) dan 

RKA satker serta menyimpan data dalam Arsip Data Komputer (ADK), 

menyusun dokumen pendukung, seperti KAKffOR, dan menyampaikan 

dokumen pendukung teknis seperti perhitungan kebutuhan biaya 

pembangunan/ renovasi bangunan gedung negara. 

Adapun secara rinci tugas satker dalam penyusunan RKA-KL adalah 

sebagai berikut : 

a) Menyiapkan dokumen sebagai acuan maupun sebagai dasar 

pencantuman sasaran kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada 

tingkat keluaran (output), kegiatan dalam RKA satker meliputi : 

(i). lnformasi mengenai sasaran kinerja (sampai dengan tingkat 
' 

keluaran (output) dan alokasi anggaran untuk masing-masing 

kegiatan (termasuk sumber dana) sesuai kebijakan unit eselon I. 

Informasi kinerja tersebut terbagi dalam alokasi anggaran jenis 

Angka Dasar dan/ atau InisiatifBaru 

(2) Peraturan perundang-undangan mengenai struktur organisasi KIL 

dan tugas-fungsinya 

(3), Dokumen Renja KIL dan RKP tahun berkenaan ,, 

(4) Petunjuk penyusunan RKA-K/L 

(5) Standar biaya tahunan yang direncanakan 

b) Meneliti dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan unit eselon I 

dalam hal: 
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(I) Besaran alokasi anggaran satker 

(2) Besaran angka dasar dan! atau inisiatifbaru 
'1 , r 

c) Menyusun Kertas Kerja Satker (KK satker) dan RKA satker serta 

menyimpan data dalam Arsip Data Komputer (ADK) 

d) Menyusun dokumen pendukung, seperti KAK!fOR, RAB, GBS 

(Gender Budget Statement), dan khusus Satker BLU dokumen RAB 

BLU 

e) Menyampaikan dokumen pendukung teknis berupa : 

(I) Perhitungan kebutuhan biaya pembangunanl renovasi bangunan 

gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekeljaan 
i· 

Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk pekerjaan 

pembangunan, renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di 

dalam negeri dan pekerjaan renovasi bangurian gedung negara 

yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah 

struktur bangunan 

(2) Perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung Negara 

atau yang sejenis dari konsultan perencana setempat untuk 

pekeljaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar 

negeri (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan. 

'1 Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dijelaskan dalam 

dokumen tersebut 

(3) Data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain~· 

peraturan perundangan, keputusan pimpinan K1L yang mendasari 

., 
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adanya kegiatan keluaran (output), sural persetujuan dari Menteri 

PAN dan RB untuk alokasi dana satker baru, dan sejenisnya 

(4) Data dukung teknis terkait lainnya sehubungan dengan alokasi 

suatu keluaran (output) 

Tugas satker dalam proses penyusunan RKA-KIL sangat penting, 

jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut akan mengakibatkan 

tertolaknya anggaran serta menjadi pemicu ketidak efekiifan suatu 

anggaran. Pada fase ini ban yak anggaran yang diusulkan akan mentah atau 

tertc\iak, dikarenakan harus disesuaikan dengan alokasi anggaran maupun 

kebijakan dari unit eselon I, selain itu tertolaknya anggaran juga 

diakibatkan oleh tidak dilengkapinya data dukung berupa TOR maupun 

dokumen pendukung teknis. Oleh karena itu sangat diperlukannya 

kemampuan dari perencana dalam melobi dan disertai dengan 

kelengkapan dokumen serta data yang akurat terkait kebutuhan kegiatan 

dan anggaran yang diusulkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 

Woelfel dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7), bahwa Perencanaan dan 

penganggaran harus didasarkan pada suatu basis data yang akurat dan 

berorientasi kepada basil. Selanjutnya menurut Woelfel peganggaran 

secara alamiah merupakan suatu proses politik dan karena itu 

membutuhkan seni baik untuk melakukan persuasi maupun untuk 

berkompromi, keputusan-keputusan maupun kompromi-kompromi sering 

kali menggantikan bentuk -bentuk pengam bilan keputusan birokratis dan 

komputasional. 
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2) Mekanisme Penyusunan RKA-KIL 

Mekanisme penyusunan kertas kerja satker menlpakan penyusunan 

rincian anggaran belanja kegiatan yang direncanakan pada Satker dan 

dituangkan kedalam dokumen KK Satker dengan menggunakan Aplikasi 

RKA-KIL DTPA. lnformasi yang dituangkan pada KK Satker merupakan 
r 

infonnasi rincian anggaran, belanja keluaran (output) sampai dengan 

tingkat detil biaya. Penyusunan Kertas Kerja Satker pada suatu Satker 

melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Satker melakukan login aplikasi RKA-KIL DIPA 

b) Penyusunan rincian anggaran belanja keluaran (output) dilakukan 

dengan dua cara : 

(I) Menuangkan Alokasi Anggaran Angka Dasar, Satker menuangkan 

rencana belanja jenis alokasi anggaran Angka Dasar pada suatu 

kegiatan sampai dengan detil biaya. Data yang digunakan adalah. 

prakiraan maju yang dicantumkan pada dokumen RKA-KIL tahun 

anggaran sebelumnya atau data hasil reviu angka dasar. 

(2) Menuangkan Alokasi Anggaran Inisiatif Baru, a) Berkenaan 

dengan jenis alokasi anggaran Inisiatif Baru, Satker menuangkan 

alokasi anggaran satker secara rinci sampai dengan detil biaya, b) 

Penuangan jenis alokasi anggaran Inisiatif Baru mengacu pada 

Proposal lnisiatif Baru yang telah disetujui untuk tahun yang 

direncanakan. 

c) Setelah meyakini kebenaran semua isian yang ada, kemudian mencetak 
•• 

KK satker 

', 
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d) Melengkapi data dukung yang diperlukan, , untuk kemudian 

disampaikan bersamaan dengan KK Satker yang telah ditanda tangani 

oleh KPA kepada unit eselon I sebagai bahan penyusunan RKA-K/L 

Pada dasarnya mekanisme penyusunan RKA-K/L sederhana, karena 

sudah berbasis aplikasL Yang perlu menjadi perhatian dalam mekanisme 

penyusunan RKA-KL adalah kemampuan dan ketelitian perencana dalam 

menginput anggaran dalam aplikasi, disertai dengan pemahaman 

perencana dalam memahami standar biaya keluaran serta akun yang 
! 

menyertainya. Ketidak pahaman perencana pada proses ini akan menjadi 

fatal dalam anggaran yang disusun, Ketidak sesuaian antara biaya keluaran 

yang diinput di dalam RKA-KL akan berdampak pada pelaksanaan 

angg~ran dilapangan dimana akan menyebabkan sulitnya suatu kegiatan 

dilaksanakan bahkan menjadi penyebab anggaran tidak terealisasi 

maksimaL Selain itu ketidak sesuaian ini akan menjadi bahan 

pemeriksaan/ audit oleh APIP maupun BPK. Menurut Woelfel dalam 

Ikhsan (2014:9,6-9,7) menyebutkan bahwa penganggaran merupakan 

proses pengalokasian sumber daya. Karena itu apabila dirasakan adanya 

ketidakadilan maka hal itu akan berpotensi untuk memicu munculnya 

konflik antara bagian yang satu dengan yang lain ataupun antar level di 

dalam organisasL Ketelitian dan profesionalisme perencana dituntut dalam 

mekanisme penyusunan penyusunan RKA-KIL. 
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2. Penyebab.Kesenjangan Anggaran antara Belanja Pegawai dan Operasional 

Perkantoran dengan Bclanja Pembangunan Bidang Agama Pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimnn 

Proses perencanaan kebijakan anggaran bukan merupakan pekerjaan yang 

mudah dan sederhana. Setiap perencana dituntut untuk memiliki kemampuanl 

keahlian, tanggungjawab dan kemauan, sehingga dapat menyusun anggaran 

dengan efektif, efisien dan akuntabel. Menurut Nigro dalam Islamy (2014:25-

26) ada bebempa faktor yang mempengaruhi pembuata~ keputusan, yaitu 

pengaruh tekanan dari luar, pengaruh kebiasaan lama, pengaruh sifat pribadi, 

pengaruh kelompok dari luar dan pengaruh keadaan masa lalu. Menurut 

Mardiasmo (2009 : 69), beberapa faktor dominan yang terdapat dalam proses 

penganggaran adalah tujuan dan target yang hendak dicapai, ketersediaan 

sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah), waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, faktor-faktor lain seperti peraturan 

pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial d~n politik, bencana 

alam dan sebagainya. 

a. Faktor Internal, terdiri dari : 

I) Sumber Daya Manusia 

Sumberdaya manusia memiliki peranan penting dalam penyusunan 

anggaran. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan 

mempengaruhi efektifitas dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak 

ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga 

komitmennya terhadap bidang pekeijaan yang ditekuninya. 
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'•,f 

Menurut Mardiasmo (2009 : 69), beberapa faktor dominan yang 

terdapat dalam proses penganggaran adalah ketersediaan sumber daya 

(faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah), selanjutnya menurut 

Woelfel dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7) penganggaran merupakan proses 
,l 

pengalokasian sumber daya. Karena itu apabila dirasakan adanya 

ketidakadilan maka hal itu akan berpotensi untuk memicu munculnya 

konflik antara bagian yang satu dengan yang lain ataupun antar level di 

dalam organisasi. 

Permasalahan sumber daya manusia merupakan persoalan yang selalu 

dialami oleh setiap organisasi pemerintahan, permasalahan sumber daya 

manusia akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas organisasi. Sumber 

daya manusia yang tidak kompeten akan berdampak besar terhadap 

penyusunan rencana kerja dan anggaran. Permasalahan sumber daya 

manusia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun harus 

disikapi oleh Pimpinan dengan melakukan : 1) Menunjuk perencana 

disetiap seksi disertai dengan SK penunjukan, 2) Memberikan pembinaan. 

dan pelatihan dalam bidang perencanaan, 3) Menetapkan perencana 

sebagai pejabat fungsional perencana agar lebih fokus terhadap 

pekerjaannya, 4) Memberikan alokasi anggaran perencanaan disetiap 

seksi. 

2) Psikologis 
I 

Psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam individu 

seseorang dan unsur-unsur psikologis ini meliputi motivasi, persepsi, 

pembelajaran, kepribadian, memori, emosi, kepercayaan, dan sikap. 
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Pengaruh psikologis pegawai memiliki peranan yang besar bagi kemajuan 

suatu organisasi. Berbagai keputusan yang dibuat oleh perencana banyak 

dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Ada anggapan/ persepsi dari 

perencana bahwa kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko yang besar tidak 

perlu untuk diusulkan, karena ditakutkan akan berdampak terhadap 

pemeriksaan baik oleh kejaksaan maupun kepolisian yang tentunya akan 

mempengaruhi terhadap pencapaian tl\iuan organisasi. 

Selain itu ada anggapan bahwa masa depan akan mengulangi masa 

lalu, keadaan ini terkadang menjadikan perencanaan masa depan banyak 

mengadopsi atau bahkan menyalin kebijakan masa lalu. Ada juga 

keengganan dari perencana dalam membuat keputusan dan menganggap 

tugas perencana begitu berat, beresiko, membuat orang frustasi, dan 

kurang adanya dukungan dari lembaga atau atasan terhadap tugasnya, 

takut menerima kritikan dari orang lain dan sebagainya. 

·Faktor psikologis memang kerap menjadi penyebab anggaran tidak 

efektif dan efisien. Ada anggapan bahwa diera keterbukaan informasi 

publik ini semua mayarakat, LSM, dan wartawan bisa melapor setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa harus didasarkan bukti 

pendahuluan, bahkan cukup dengan sms saja. Permasalahan ini menjadi 

momok bagi penanggungjawab kegiatan yang pada akhirnya kegiatan-

kegiatan yang memiliki resiko besar dan berhubungan dengan masyarakat 

banyak, tidak berani untuk dianggarkan, seperti pembangunan, bantuan 

sosial, dan pengadaan-pengadaan barang lainnya. Tentunya peristiwa ini 

tidak. perlu terjadi jika setiap penimggungjawab kegiatan memiliki ... 
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kualifikasi dan ilmu yang mumpuni. Seharusnya permasalahan ini menjadi 

motivasi bagi perencana maupun penanggungjawab kegiatan untuk 

meningkatkan kemampuan dan kualifikasi dibidang perencanaan agar ,,. 

lebih, profesional. 

Menurut Mardismo (2009 : 66) anggaran dapat digunakan sebagai alat 

untuk memotivasi manajer dan stafuya agar bekerja secara ekonomis, 

efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat. 

challenging but attainable atau demanding but achieveab/e, maksudnya 

adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak 

dapat dipenuhi. namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah 

untuk dicapai. Selain permasalahan diatas, terkait paradigma lama 

mengenai anggaran yang disusun berdasarkan model tradisional/ 
') 

incremental, dapat diminimalisasi dengan pendidikan dan pelatihan 

perencanaan yang basis kinerja. 

b. Faktor Eksternal, terdiri dari : 

I) Kebijakan Anggaran 

Seringkali tekanan-tekanan dari luar mempengaruhi penyusunan 

rencana kerja dan anggaran. Walaupun ada pendekatan pembuatan 

keputusan dengan nama "rational comprehensive" yang berarti 

administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan 

alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian "rasional" 

semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat 

', 
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dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar 

itu ikut berpengamh terhadap proses pem buatan keputusannya . 
.. 
Banyaknya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

dikeluarkan dalam penyusunan anggaran berdampak pada prioritas usulan 

kegiatan dan anggaran ditingkat satker. Terkadang kebijakan yang dibuat 

tanpa mempertimbangkan faktor demografis, kultur, dan kondisi ekonomi 

masyarakat setempat. Sebagai contoh pembatasan perjalanan dinas akan 

berdampak terhadap pelayanan bagi instansi yang berada di daerah 

kepulauan yang memerlukan biaya transportasi yang besar. Menumt 

Mardiasmo (2009 : 69), beberapa faktor dominan yang terdapat dalam 
., 

proses penganggaran adalah peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi 

pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam dan sebagainya. 

Kondisi ini seharusnya dapat diantisipasi oleh perencana dengan 

meramalkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam penyusunan 

anggaran. Ketidak pastian kebijakan dan kondisi sosial, politik dan 

ekonomi menjadi beberapa faktor yang harus dipikirkan oleh perencana 

dalam menyusun anggaran. Woelfel dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7), 

menyebutkan bahwa penganggaran didasarkan pada orang-orang yang. 

membuat pilihan secara optimal mengenai persoalan-persoalan ekonomi 

maup.im non ckonomi, oleh karena itu penganggaran membutuhkan seni 

baik untuk melakukan persuasi maupun untuk berkompromi. 
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2) Prosedur Penyusunan Anggaran 

Prosedur adalab serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi 

yang barus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar 

selalu memperoleb basil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur 

mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkab-langkab, 

keputusan-keputusan, perbitungan-perbitungan dan proses-proses, yang 

dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang mengbasilkan suatu tujuan 

yang diinginkan, suatu produk atau sebuab akibat. 

. Prosedur penyusunan anggaran merupakan serangkaian aktifitas atau 
'"t 

alur yang barus diikuti oleb perencana dalam menyusun anggaran. 

Prosedur penyusunan anggaran tentunya memiliki dampak yang luas 

terbadap basil dari penyusunan anggaran. Prosedur yang simpel dan 

sederbana terkadang menjadi keinginan setiap orang. dalam pelayanan. 
I 

Prosedur yang panjang dan rumit terkadang menjadi kendala dalam 

penyusunan anggaran. 

Prosedur penyusunan anggaran pada Kantor Kementerian agama . 
masib dipengarubi oleb cara-cara tradisionall incremental, dimana 

anggaran yang pertama kali disusun adalab belanja untuk gaji dan 

operasional perkantoran, sedangkan belanja untuk pembangunan bidang 

agama ditetapkan setelab gaji dan operasional perkantoran terpenubi. Hal 

ini tentu saja menjadi pemicu babwa kegiatan pembangunan bidang agama 

bukan prioritas untuk dipenubi. Hal ini tentunya berdampak pada 

rendahnya anggaran untuk pembangunan bidang agama. Menurut Woelfel 

dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7), Anggaran incremental menunjukkan 
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kategori line item pengeluaran yang harus dilakukan sepanjang tahun. Line 

item budgeting merupakan suatu sistem anggaran . dimana unit-unit 

j 
pengeluarannya mengacu kepada suatu kementerian atau bagian-bagian 

tertentu dalam organisasi. Anggaran ini lebih menekankan pada obyek 

pendapatan dan pengeluarannya. 

Seharusnya prosedur penyusunan anggaran didasarkan pada sistem ,, 

anggaran berbasis kinerja, dimana menurut Woelfel dalam Ikhsan 

(2014:9.16), Performance Budget System adalah suatu struktur anggaran 

yang: (I) terfokus pada aktivitas atau fungsi penciptaan suatu produk atau 

basil dan dari mana sumber daya yang digunakannya, (2) menunjukkan 

proses penganggaran yang berupaya mengaitkan antara tujuan organisasi 

dengan penggunaan sumber dayanya. Anggaran ini pada prinsipnya 
·!· 

terfokus pada peningkatan efisiensi dengan cara pengklasifikasian 

aktivitas dan pengukuran biaya. Komponen yang biasanya terdapat dalam 

sistem anggaran ini adalah klasifikasi aktivitas, pengukuran kinerja dan 

' 
lapotan kinerja. Selanjutnya Woelfel dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7) 

mengatakan bahwa penganggaran merupakan representasi dari tujuan dan 

sasaran organisasi yang dinyatakan dalam bahasa moneter. Hubungan 

penganggaran dan pengeluaran dana harus terkait secara sistematis untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

Selain itu perlu juga dipahami oleh perencana dalam pengalokasian 

anggaran yang tidak proporsional, maka perencana perlu berkompromi, 

dan bemegosiasi. Karena menurut Woelfel dalam Ikhsan (2014:9.6-9.7) 

peganggaran secara alamiah merupakan suatu proses politik dan karena itu 

43028.pdf 



115 

membutuhkan seni baik untuk melakukan persuasi maupun untuk 

berkompromi. Kemudian keputusan-keputusan maupun kompromi-

kompromi sering kali menggantikan bentuk-bentuk pengambilan 

keputusan birokratis dan komputasional. Dan terakhir keputusan-

keputusan dalam penganggaran seringkali dinegosiaasikan, bahkan sering 

kali merupakan keputusan yang subyektif. 

3. Dampak Perencanaan Kebijakan Anggaran Terbadap Capaian Kinerja 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun 

Menurut Mardiasmo (2009:63-66) Anggaran Sektor1 Publik memiliki 

beberapa fungsi utama yaitu anggaran sebagai alat penilaian kelja (Peiformance 

measurement Tool). Dimana anggaran merupakan wujud komitmen dari budget 

holder ( ek~ekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan 

dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan 

anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia 

capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan 

alat yang efektifuntuk pengendalian dan penilaian kinelja. 

Adapun yang dimaksud dengan kinerja menurut Sujarweni (2015:107) 

merupakan hasil kelja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan 

tujuan mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan menurut 

Mard iasmo (2009: 121) sistem pengukuran kinelja sektor publik adalah suatu · 

sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu 

strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Selanjutnya menurut 
.·.1 

Mardiasmo pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga 

maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran 
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kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan 
.,~' 

dan sasaran program unit ke~ja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatka~ 

efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan 

publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan 

sumber daya dan pembuat keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik 

dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan. 

Hasil pengukuran kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten tahun 

2016 dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun telah menggunakan sumber daya finansial secara optimal 

dengan rel!Iisasi anggaran sebesar Rp. 25.358.511.607,- (Dua Puluh Lima 

Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam 

Ratus Tujuh Rupiah) atau (91 %) dari anggaran perubahan sebesar Rp. 

27.924.631.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat 

Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah). Sedangkan dari aspek efisiensi, 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun Tahun 2016 sebesar 84,56%, atau dinilai Baik. Namun 

pengukuran dari aspek efektifitas tidak bisa dilakukan, dikarenakan tidak adanya 

indikator efektifitas yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun. Seharusnya perhitungan efektifitas sangat penting untuk 

diukur guna menilai apakah kegiatan yang telah dianggarkan bisa memberikan 

manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama terkait dengan pembangunan 

bidang agama. 

'~ .. ; 

43028.pdf 



117 

,,. 
Memiiut Mardiasmo (2009: 132) efektifitas pada dasarnya berhubungan 

dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas 

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus 

dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Indikator efektifitas 

menggambarkanjangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) 

program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang 

dihasilkan··terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka 

semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Oleh karena itu idealnya 

pengukuran kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tidak 

hanya menilai tentang ekonomi, dan efisiensi tetapi juga seharusnya menilai 

tentang efektifitas agar setiap program maupun kegiatan yang telah dianggarkan. 

dapat dilihat kemanfaatannya di masyarakat. 

Tingginya kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tidak 

terlepas dari pengaruh dari aspek-aspek psikologis, sosiologis dan organisatoris. 

Adapun pengaruh aspek psikologis disini berkaitan erat dengan motivasi 

pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dalam melaksanakan 

peke~aan'~tau kegiatan yang telah ditetapkan. motivasi merupakan suatu energi 

yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada diri seseorang yang nampak 

pada gejala kejiwaan, perasaan, dan juga emosi, sehingga mendorong individu 

untuk bertindak atau melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, 

atau keinginan yang harus terpuaskan. Besamya motivasi pegawai Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun didasari pada kepuasan ke~a dalam 

mencapai tujuan organisasi, hal ini salah satu penyebab besamya kinerja pada 
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Kankemenag Kaupaten Karimun. Motivasi merupakan modal besar bagi 

pencapaian tujuan organisasi. 

Selain aspek psikologis aspek sosiologis juga mempengaruhi terhadap 

kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, diantaranya adalah 

hubungan kerjasama antara pegawai yang terkoordinasi dengan baik, budaya 

kerja yang ingin selalu berprestasi, dan etos kerja yang tinggi. Sedangkan aspek 

organisatoris, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun selalu komitmen 
; ~· 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari 

pembagian tugas yang jelas dengan target-target yang akan dicapai baik oleh 

masing-masing pegawai maupun masing-masing bagian atau seksi dan 

penegakan disiplin pegawai yang ketat. ·; 

., 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah digambarkan pada 

bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses perumusan perencanaan kebijakan anggaran pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun secara umum telah mengikuti tahap-tahap 

penyusunan anggaran, yang diawali dengan persiapan penyusunan anggaran, 

dokumen perencanaan program dan anggaran, pengusulan rencana kerja dan 

anggaran, penyusunan rencana kerja dan anggaran. Namun dalam pelaksanaan 

tahapan-tahapan tersebut belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih 
·I 
;p 

dipengaruhi oleh kebijakan anggaran yang bersifat tradisional/ incremental/ 

line item. 

2. Penyebab kesenjangan anggaran antara belanja pegawai dan operasional 

perkantoran dengan belanja pembangunan bidang agama pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun disebabkan oleh ·dua faktor, yakni 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh sumber 

daya perencana yang masih kurang dalam jumlah dan kompetensi yang 

dimiliki seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan. 

sedangkan faktor psikologis dipengaruhi oleh ketakutan terhadap pemeriksaan 

anggaran terutama anggaran dengan nilai yang besar dan anggaran yang 

berhubungan dengan bantuan masyarakat. Faktor eksternal dipengaruhi oleh 
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kebijakan pemerintah, yang tidak mempertimbangkan faktor demografis, 

kultur, dan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Sedangkan dari sisi 

prosedur Jienyusunan anggaran, masih dipengaruhi oleh pendekatan anggaran 

yang bersifat tradisional/ incremental, dimana anggaran yang pertama kali 

disusun adalah belanja pegawai dan operasional perkantoran. sedangkan 

belanja pembangunan bidang agama ditetapkan setelah belanja gaji dan 

operasional perkantoran terpenuhi. Hal ini tentu saja meqj11di pemicu bahwa 

kegiatan pembangunan bidang agama bukan prioritas untuk dipenuhi, dan 

tentunya hal ini akan berdampak pada rendahnya anggaran yang dialokasikan 

untuk pembangunan bidang agama. Selain itu tanggungjawab pembangunan 

bidang agama tidak hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Agama, 

melainkan tanggungjawab bersama pemerintah daerah. 

3. Berdasarkan perhitungan capaian kinerja pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun Tahun 2016, dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa. 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun telah menggunakan sumber 

daya finansia1 secara optimal dengan realisasi anggaran sebesar 91%. 

Sedangkan dari aspek efisiensi, menunjukkan bahwa nilai rata-rata capaian 

Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 2016 sebesar 

84,56%, atau dinilai Baik. Namun pengukuran dari aspek efektifitas tidak bisa 

dilakukan,\~ikarenakan tidak adanya indikator efektifitas yang ditetapkan oleh 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. 
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B. Saran 

I. Perencana harus mengacu pada sistem anggaran berbasis kinerja dalam proses 

perumusan perencanaan kebijakan anggaran. 

2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi perencana melalui pembinaan, 

pendidikan dan pelatihan, serta mengangkat perencana sebagai pejabat 

fungsional. 

3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi-instansi yang terkait 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

4. Melakukan. pegukuran terhadap faktor efektifitas kegiatan/program, dengan 
,·,.! 

cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kegiatan dan 

anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun . 

...... 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana proses Penyusunan Rencana Kerja dau Anggaran Pada Kantor 

Kementerian Agama Kabipaten Karimun ? 

a. Apakah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 'dilakukan penelaahan 

togas dan fungsi ? Dan bagaimana prosesnya ! 

b. Apakah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dilakukan penelaahan 

kebijakan ? Dan bagaimana prosesnya ! 

c. Apakah ?alam penyusunan rencana kerja dan anggaran didasarkan pada data ? 
.·'· 

Dan bagaimana prosesnya ! 

d. Apakah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran didasarkan pada 

penentuan prioritas Kegiatan ? Dan bagaimana prosesnya ! 

e. Apakah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dilakukan pejabaran 

program/Kegiatan ? Dan bagaimana prosesnya ! 

f. Apakah penyusunan rencana kerja dan anggaran pada ·Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun didasarkan pacta Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kementerian Agama ? Dan bagaimana pelaksanaannya ! 

g. Apakah penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun didasarkan pacta Rencana Pembangunan Tahunan 

Kementerian Agama ? Dan bagaimana pelaksanaannya ! 

h. Apakah penyusunan anggaran pada Kankemeng Kabupaten Karimun didasarkan 

pada usulan dari masing-masing unit kerja ? Dan bagaimana prosesnya ! 

i. Apakah.proses perencanaan Kankemenag Kab. Karimun melakukan koordin~si, 

pendampingan, dan memfasilitasi usulan anggaran setiap satker dilingkungan 

Kankemenag Kab. Karimun? Dan bagaimana prosesnya! 

j. Apakah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pacta Kankemenag Kab. 

Karimun dilakukan rapat penetapan usulan rencana kerja dan anggaran? Dan 

bagaimana prosesnya ! 

k. Apasajakah tugas satuan kerja dalam proses penyusunan RKA-KIL? 

I. Bagaimanakah mekanisme penyusunan RKA-KIL? 

I'. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

2. Faktor Apasajakah Yang Mempengaruhi Proses Perencanaan Kebijakan 

Anggaran Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun ? 

a. Faktor apasaja yang mempengaruhi proses perencanaan kebijakan anggaran 

pada Kantor Kcmenterian Agama Kabupaten Karimun (Faktor internaV didalam 

' lingkungan organisasi)? 

b. Faktor·· apasaja yang mempengaruhi proses perencanaan kebijakan anggaran 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun (Faktor eksternal/ diluar 

lingkungan organisasi)? 

c. Faktor apa yang menyebabkan anggaran gaji dan operasional perkantoran lebih 

besar dibandingkan anggaran untuk pembangunan bidang agama ? 

'. 
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Lampiran 2. Transkrip Wawuncara 

TRANSKRIP WA W ANCARA 

Wawancara dilakukan pad a m inggu ke I dan ke II pada bulan Oktober 20 16. Adapun 

responden berjumlah 4 (em pat) orang, dasar pemilihan adalah mereka yang memahami 

tentang usulan rencana kerja dan anggaran serta memiliki anggaran yang besar pada 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, terdiri dari : 

I. Perencana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, atas nama Bapak H. 

SUFRIADI, S.HI, NIP198008292005011 008, sebagai informan I, 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama,Kabupaten Karimun, 

atas nama Bapak DRS. H. JAMZURI, NIP. 196610021998031002, sebagai 

informan II, 

3. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karimun, , atas nama Bapak Drs. H. KHOLIF IHDA RIFAI, NIP. 

196404032000031 001, sebagai inform an III, 

4. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, 

atas nama Bapak Drs. H. RTADUL AFKAR, NIP. 196812311995031003, sebagai 

informan IV. 

Gambaran umum hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pada Kantor 

Kementerian Agama Kabipaten Karim on ? 

a. Apakah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dilakukan pene1aahan 

tugas dan fungsi? dan bagaimana prosesnya ! 

I) Perencana (Informan I) menjawab : "Setiap anggaran yang disusun sudah 

pasti disesuaikan dengan tupoksi dari masing-masing satuan kerja. contohnya 

penyusunan anggaran pada seksi Bimbingan Masyarakat Islam harus 

disesuaikan dengan tupoksi Bimas Islam. Untuk penyusunan seksi 

Pendidikan Islam juga harus disesuaikan dengan tupoksi Pendidikan Islam, 

begitu juga dengan satker-satker yang lainnya. Dan jika kita menyusun tidak 

sesuai dengan tuposi yang ada maka anggaran kita bisa ditolak oleh tim 

verifikasi Perencanaan Kanwil". 

2) Kasubbag TU (Informan II) menjawab : "iya pastinya seperti itu, ka1au tidak 

sesuai dengan tugas dan fungsinya maka anggaran yang kita usulkan akan 

ditolak dan tidak masksimal". 
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3) Kasie Bimas Islam (lnforman Ill) menjawab : "Setiap anggaran yang kami 

usulkan kepada perencana kantor tentunya berdasarkan tugas dan fungsi kami 

di seksi Bimbingan Masyarakat Islam, seperti berkaitan dengan pembinaan 

kelmlrga sakinah, pembinaan SDM KUA, pelayanan nikah, produk halal, 

zakat, wakaf dan lain-lain". 

4) Kasie Pedis (Informan IV) menjawab : "Betul pak, bahwa kami mengusulkan 

anggaran didasarkan pada tupoksi yang kami laksanakan". 

b. Apakah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran- dilakukan penelaahan 

kebijakan ? dan bagaimana prosesnya ! 

I) Perencana (Inform an I) menjawab : "Penelaahan kebijakan dalam 

penyusunan anggaran dalam prakteknya belum kami laksanakan dengan 

maksimal, dalam penyusunan kebijakan anggaran kami selalu mengikuti ,, 
kebijakan-kebijakan yang ada pada tahun sebelumnya dan biasanya tidak 

berubah, dan usulan kegiatan dari masing-masing satker biasanya relatifsama 

dengan kegiatan sebelumnya". 

2) Kasubbag TU (Informan II) menjmvab : "Karena penyusunan anggaran ini 

bersifat rutin setiap tahunnya kami rasa penelaahan kebijakan dilakukan 

hanya pada peraturan-peraturan baru saja". 

3) Kasie Bimas Islam (Informan Ill) menjawab : "penelaahan kebijakan kami 

lakukan terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan baru dari pusat". 

4) Kasie Pedis (Informan IV) menjawab : "Penelaahan kebijakan dalam 

penyilsunan anggaran kami lakukan agar usulan tidak melenceng dari 

kebijakan pusat". 

c. Apakah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran didasarkan pada data ? 

dan bagaimana prosesnya ! 

I) Perencana (lnforman /) menjmvab: "Tentunya dalam penyusunan anggaran 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun didasarkan pada data

data. Bahkan sebelum penyusunan, kami melaksanakan kegiatan update data 

perencanaan untuk menginventarisir kebutuhan anggaran disemua satker. 

Misalnya data pada seksi Pendidikan Islam, seperti jumlah guru yang perlu 

dibayar tunjangan sertifikasi, jumlah siswa madrasah yang perlu diberikan 

BOSnya, jumlah guru yang pelu di berikan pendidikan dan pelatihan. 

Sedangkan di seksi Bimas Islam misalnya, data-data yang dibutuhkan antara 
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lain jumlah peristiwa nikah, jumlah penyuluh non PNS, kegiatan-kegiatan 

dan pembinaan keagamaan bagi masyarakat. Selain itu proses pengumpu.lan 

data pada Kementerian Agama telah menggunakan teknologi informasi/ 
' aplikasi, seperti e-MPA". 

2) Kasubbag TU (Informan II) menjawab : "Penyediaan data dalam penyusunan 

anggaran, merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan. Bahkan kita 

membentuk tim update data guna melaksanakan tuntutan tersebut. Tim update 

data bekerja mulai dibulan Januari-April. Setelah data dikumpulkan kita input 

kedalam aplikasi e-MPA dan juga kita bukukan". 

3) Kasie Bimas Islam (lriforman III) menjawab : "Tentunya pasti kita 

memerlukan data dalam menyusun anggaran. Biasanya bagian perencana 

akan meminta data ke kita mulai dari jumlah penduduk beragama, jumlah 

peristiwa nikah, jumlah rumah ibadah, dan lain sebagainya". 

4) Kasie Pedis (lnforman IV) me,Yawab : "Data sangat penting dalam menyusun 

anggaran, jika tanpa data yang valid bagaimana kita akan mengusulkan 

jumlah guru yang telah disertifikasi, dana bos, gaji dan yang lainnya". 

d. Apakah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran didasarkan pada 

penentuan prioritas Kegiatan ? dan bagaimana prosesnya ! 

I) Perencana (lnforman !) menjawab : "Penentuan prioritas kegiatan pada 

penyusunan rencana kerja dan anggaran Kantor Kementerian Agama 

Kabu:paten Karimun biasanya didasarkan pada urgensi dari pada kegiatan 

tersebut, terutama kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam prioritas nasional, 

maupun prioritas Kementerian Agama, serta kegiatan yang paralel, yakni 

pelaksanaannya kegiatan tersebut ada ditingkat kanwil provinsi maupun 

tingkat pusat". 

2) Kasubbag TU (Informan II) menjawab : "Skala prioritj!S dalam pengusulan 

kegiatan biasanya didasarkan pada penting atau tidaknya anggaran itu 

dilaksanakan, dan sering terjadi kegiatan yang merupakan rencana kegiatan 

pemerintah lebih diutamakan dibandingkan kegiatan yang kita usulkan". 

3) Kasie Bimas Islam (Informan III) me,Yawab : "Dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran terutama pada Seksi Bimas Islam kami selalu memberikan 

skala prioritas pada kegiatan yang kami usulkan, untuk kegiatan yang 

merupakan prioritas kementerian kami urutkan di nomor paling atas". 
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4) Kasie Pedis (Informan IV) menjawab : "Pastinya setiap usulan anggaran yang 

kami usulka didasarkan pada prioritas kegiatan yang kami anggap penting". 
I 

e. Apakah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dilakukan pejabaran 

program/Kegiatan ? dan bagaimana prosesnya ! 

I) Perencana (Informan I) menjawab : "Penjabaran programlkegiatan dalam 

usulan rencana kerja dan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karifuun didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 

2014 Tentang Petunjuk Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negaral Lembaga, yang tertuang dalam Term Of Reference 

(TOR)/Kerangka Acuan Kerja yang memuat tentang tujuan kegiatan, output 

kegiatan, langkah kegiatan, sasaran, manfaat,jadwal maupun anggaran". 

2) Kasubbag TU (Informan II) menjawab : "Setiap penyusunan anggaran harus 

menjabarkan program/kegiatan, misalnya pembinaan pegawai harus masuk 

dalam anggaran kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian serta masuk 

dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain~ya 

Kementerian Agama". 

3) Kasie Bimas Islam (Informan Ill) menjawab : "Suatu keharusan penjabaran 

kegiatan dan program dilakukan, untuk mensingkronkan antara kegiatan 

maupun program yang telah ditentukan oleh pusat. Terkadang penjabaran 

kegiatan yang harus mengikuti nomenklatur di pusat memberatkan daerah". 

4) Kasie Pedis (lnforman IV) menjawab : "Penjabaran kegiatan biasanya 

dilakukan berdasarkan peraturan yang tertuang dalam RKA-KL, seperti 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan islam harus 

dimasukkan ke dalam program pendidikan islam, kegiatan-kegiatan yang 

terkait dengan haji dimasukkan ke dalam program penyelenggaraan haji dan 

umrah dan begitu seterusnya ". 

f. Apakah penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kementerian Agama ? dan bagaimana pelaksanaannya ! 

I) Peren"cana (Informan I) menjawab : "Rencana strategis Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun tahun 2015-2019 merupakan dasar/pedoman 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun. Walaupun terkadang ada kegiatan yang 
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dianggarkan tidak terdapat di Renstra, namun kegiatan tersebut tetap masih 

selatas dengan visi, misi dan sasaran strategis yang tercantum di dalam 

Reristra". 

2) Kasubbag TU (Informan II) me,Yawab : "Rencana Strategis Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karimun adalah dasar untuk penyusunan 

anggaran Kantor. Renstra Kankemenag Kab. Karimun merupakan turunan 

dari Rentra Kementerian Agama RI tahun 2015-2019". 

3) Kasie Bimas Islam (Informan III) menjawab : "Renstra Kankemenag Kab. 

Karimun disusun sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran, dengan 

adanya renstra arah kebijakan dan pembangunan dalam bidang agama akan 

mudah untuk diukur. Dalam penyusunan anggaran ferkadang tidak selalu 

didasarkan renstra terkadang didsarkan pada kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan masa lalu dan dirasa penting untuk dilaksanakan". 

4) Kasie Pedis (Informan IV) menjawab : "Rencana pembangunan jangka 

menengah Kementerian agama tentunya menjadi dasar dalam penyusunan 
·l 

rent~a kankemenag Kab. Karimun. Dan renstra kankemenag Kab. Karimun 

menjadi landasan dalam penyusunan anggaran". 

g. Apakah penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karimun didasarkan pada Rencana Pembangunan Tahunan 

Kementerian Agama ? dan bagaimana pelaksanaannya ! 

1) Perencana (Informan I) menjawab : "Penyusunan rencana kerja dan anggaran 

pada' Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun didasarkan pada 

rencana kerja kementerian, rencana kerja pemerintah dan pagu anggaran 

Kementerian Agama. Hal inilah terkadang menjadi penyebab kegiatan yang 

disusun tidak maksimal dalam pelaksanaannya, seperti rencana keija 

pemerintah dalam hal rehab RKB yang dianggarkan hanya Rp 150.000.000, 

dimana untuk anggaran segitu untuk Kabupaten Karimun tidak cukup. Selain 

itu alokasi anggaran yang tidak proporsional oleh perencana Kariwil 

terkadang berdampak pada ketidak efisienan". 

2) Kasubbag TU (Informan II) menjawab : "Penyusunan anggaran pada 

kankemenag Kab. Karimun, selain berdasarkan renstra Kementerian Agama 

juga didasarkan pada rencana pembangunan tilhunan Kementerian Agama". 
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3) Kaii¢ Bimas Islam (lnforman III) menjawab : "Selain Renstra Kankemenag 

Kab. Karimun, rencana kerja tahunan adalah dokumen kedua yang digunakan 

dalam menyusun anggaran. Hal ini terkadang usulan anggaran menjadi 

kaku". 

4) Kasie Pedis (Informan IV) menjawab : "Saya rasa rencana pembanguhan 

tahunan Kementerian Agama, sangat penting untuk dijadikan dasar dalam 

penyusunan anggaran". 

h. Apakah penyusunan anggaran pada Kankemeng Kabupaten Karimun didasarkan 

pada usulan dari masing-masing unit kerja ? dan bagaimana prosesnya ! 

I) Perencana (Informan I) menjawab : "Tya. Setiap usulan rencana kerja dan 

anggaran untuk unit kerjalsatker harus dilengkapi dengan Tor, Rab dan Form ,, 
tunjimgan kinerjalprofesi bagi seksi Pendis. Proses pengusulan anggaran 

dilaksanakan pada acaral kegiatan usulan rencana kerja dan anggaran tingkat 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Selain untuk 

mengakomodasi kebutuhan anggaran, kegiatan ini sebagai penyesuaian 

usulan kegiatan yang telah dikirim sebelumnya dengan anggaran yang telah 

dipatok". 

2) Kasubbag TU (Informan II) menjawab : "Setiap usulan anggaran yang 

ditetapkan semuanya didasarkan pada usulan dari masing-masing satker. 

Karena merekalah yang paling paham tentang kebutuhan anggaran mereka 

sendiri". 

3) Kasie Bimas Islam (!nforman III) menjawab : "Usulan anggaran dari satker 

menjadi prioritas dalam penetapan usulan anggaran tingkat Kankemenag. 

Usulim ini biasanya diminta pada saat kegiatan penyusunan anggaran". 

4) Knsie Pedis (Informan IV) menjawab: "Kami biasanya mengusulkan rencana 

kerja dan anggaran pada rentang bulan Februari-Maret. Selanjutnya setelah 

mendapat pagu anggaran, kami mengikuti kegiatan penyusunan anggaran, 

dimana kami menyesuaikan kern bali antara kegiatan yang diusulkan dengan 

dana yang telah ditetapkan oleh Kemenag Pus at, disertai· dengan kelengkapan 

usulan seperti Tor, Rab, Form Tunjangan Kinerja maupun Form Sertifikasi 

Guru". 
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i. Apakah proses perencanaan Kankemenag Kab. Karimun melakukan koordinasi, 

pendampingan, dan memfasilitasi usulan anggaran setiap satker dilingkungan 

Kankemenag Kab. Karimun? Dan bagaimana prosesnya! 

I) Perencana (Informan I) menjawab : "Proses awal yang kita lakukan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah melakukan koordinasi dengan 

semua satker yang berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karimun. Setelah berkoordinasi kita melakukan pendampingan 

terhadap usulan yang diberikan oleh masing-masing satker terutama terkait 

dengan standar biaya yang digunakan, kesesuaian an tara fungsi, jenis belanja, 

akuri\'dan kegiatan". 

2) Kasubbag TU (Informan II) menjawab : "Koordinasi dan pendampingan 

suatu kewaj iban bagi perencana dalam menganalisa rencana usulan kerja dan 

anggaran yang diusulkan oleh setiap satker yang berada dibawah naungan 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun". 

3) Kasie Bimas Islam (Informan III) menjawab : "P~da saat penyusunan 

anggaran kita biasanya didampingi oleh perencana, untuk mengoreksi apakah 

anggaran yang dibuat sudah sesuai aturan keuangan atau belum". 

4) Kasie Pedis (Informan IV) menjawab : "Biasanya setiap usulan rencana ki:Jja 

dan ,anggaran yang kami usulkan selah! didampingi dan dianalisa oleh 

perencana agar sesuai dengan aturan yang berlaku". 

j. Apakah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Kankemenag Kab. 

Karimun dilakukan rapat penetapan usulan rencana kelja dan anggaran? Dan 

bagaimana prosesnya ! 

I) Perencana (Informan I) menjawab : "Rapat penetapan usulan rencana kerja 

dan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dilaksanakan 

pada bulan Juli-September. Rapat ini diselaraskan dengan kegiatan 

penyusunan rencana kerja dan anggaran, usulan rencana anggaran dari satker 

akan diteruskan disaat acara penyusunan anggaran di tingkat Kanwil 

Kemenag Kepri". 

2) Kasubbag TU (Informan II) menjawab : "Rapat penetapan usulan rencana 

kelja dilaksanakan untuk menetapkan usulan dari masing-masing satker 

sete\ah diverifikasi oleh perencana dan dijadikan dasar usulan pada tingkat 
~:J~t 

kanwil". 
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3) Kasie Bimas Islam (Informan III) menjawab : "Usul~n rencana kerja dan 

anggaran ditetapkan pada saat kegiatan penyusunan anggaran. Dan ini 

sebagai dasar untuk pengajuan angggaran di tingkat pusat". 

4) Kasie Pedis (Iriforman IV} menjawab : "Penetapan anggaran tentunya 

dilaksanakan dengan mekanisme rapat dan disejalankan dengan kegiatan 

pen}tusunan anggaran". 

k. Apasajakah tugas satuan kerja dalam proses penyusunan RKA-KIL? 

Perencana (Iriforman I) menjawab : "Penyusunan Anggaran diawali dengan 

menyiapkan dokumen yakni peraturan, RKT, RKP, standar biaya tahunan, dan 

dokumen pendukung berupa KAK!fOR dan RAB. Setelah itu meneliti dan 

memastikan usulan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan, 

kemudian menyusun kertas kerja satker melalui aplikasi RKA-KIL dan 

menyimpan dalam bentuk arsip data komputer". 

I. Bagaimanakah mekanisme penyusunan RKA-KIL? 

Perencana (Informan I) menjawab : "Mekanisme penyusunan rencana kerja dan 

anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, dilakukan dengan 

menginput rencana kegiatan beserta rincian anggaran belanja keluaran kedalam 

aplikasi:;.\U(A-KL oleh operator/ perencana, kemudian setelah diyakini semua 

isian y~~g ada, kemudian mencetak kertas kerja satker dan melengkapi data 

dukung yang diperlukan seperti SPTJM". 

2. Faktor Apasajakah Yang Mempengaruhi Proses Perencanaan Kebijakan 

Anggaran Pada Kantor Kementerian Agama Kahn paten Karimun ? 

a. Faktor apasaja yang mempengaruhi proses perencanaan~ kebijakan anggaran 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun (Faktor internal/ didalam 

lingkungan organisasi)? 

Perencana (Informan I) menjawab : "Faktor jumlah pegawai yang menangani 

perencan'aan sangat mempengaruhi efektifitas dari pengusulan rencana kerja dan 

angganin di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Selama ini hanya 

saya seorang perencana yang terkadang kewalahan dalam menganalisa usulan 

anggaran yang diajukan oleh masing-masing satker, selain sebagai perencana 

saya juga ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan, sehingga pekeljaan perencana 

menjadi tidak fokus. Paling tidak di kantor ini dibutuhkan dua perencana. Atau 
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pada masing-masing seksi memiliki seorang perencana yang benar-benar 

bertanggungjawab dan memahami bidang perencanaan. Selain itu pembinaan 

dan pelatihan di bidang perencanaan dirasa masih minim, dan idealnya 

perend~a adalah seorang pejabat fungsional, agar lebih maksimal kerjanya. 

Selain itu, adanya ketakutan dari pelaksana kegiatan terhadap usulan anggaran 

yang ditenggarai akan sulit untuk dilaksanakan dan mengundang pemeriksaan 

dari APIP maupn kejaksaan, seperti pembangunan, pengadaan maupun banh!an 

yang nilainya besar". 

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses perencanaan kebijakan anggaran 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun (Faictor ekstemal/ diluar 

lingkun·gan organisasi)? 

Perencana (lnforman I) menjawab : "Faktor kebijakan anggaran sangat 

mempengaruhi kesenjangan anggaran pada Kantor Kementerian Agama 
, 

Kabupaten Karimun, terkadang rencana kerja pemerintah tidak melihat kondisi 

geografis, sosio kultural, maupun faktor ekonomi pada daerah setempat, inilah 

terkadang menyebabkan anggaran tidak terrealisasi dan tidak tepat untuk 

dianggarkan. Bahkan terkadang alokasi anggaran yang diberikan kanwil tidak 

proporsional dimana ada kegiatan yang tidak penting diberi anggaran yang 

berlebih, sedangkan pada kegiatan yang penting bagi kami tidak dianggarkan 

dengan maksimal". 

c. Faktor apa yang menyebabkan anggaran gaji dan operasional perkantoran lebih 

besar dibandingkan anggaran untuk pembangunan bidang agama ? 

Perencana menjawab (Jnforman I) : "Penyebab anggaran gaji dan operasional 

perkantoran lebih besar dari anggaran pembangunan bidang agama adalah (1) 

Usulan yang pertamakali harus terpenuhi adalah anggaran gaji dan operasional 

perkantoran, jika kedua anggaran terebut telah terpenuhi baru anggaran untuk 

pembarlghnan bidang agama. (2) Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Kepulauan Riau belum proposional dalam mengalokasikan anggaran kepada 

masing-masing satker yang ada dibawahnya. (3) Dikarenakan pembangunan 

bidang agama tidak hanya tanggungjawab Kementerian Agama, melainkan juga 

tanggungjawab dari pemerintah daerah, oleh karena itu pembangunan bidang 

agamajuga dianggarkan oleh pemerintah daerah ". 
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